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ABSTRAK

S. Asurotun Nisa’, 2025: Analisis Penolakan Hakim Tentang Permohonan
Dispensasi Nikah Yang Didahului Nikah Sirri (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob).

Kata kunci: dispensasi nikah, nikah sirri, penolakan hakim.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menolak
permohonan dispensasi nikah dengan alasan karena di dahului nikah sirri stusi
kasus di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob. Latar
belakang penelitian ini adalah maraknya permohonan dispensasi nikah akibat
perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019, serta kasus penolakan permohonan oleh hakim meskipun terdapat
alasan sudah melakukan nikah dibawah tangan satu tahun yang lalu oleh
pemohon. Dalam kasus ini hakim menolak permohonan dengan
mempertimbangkan dampak negatif pernikahan dini, resiko konflik rumah tangga,
meskipun terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan alasan sosial yang kuat.

Fokus penelitian ini mencakup dua aspek: 1). Apa landasan atau dasar
penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri?
2). Bagaimana solusi dari hakim terhadap pasangan yang sudah melakukan nikah
sirri?

Tujuan penelitian ini mencakup dua aspek: 1). Untuk mendeskripsikan
landasan atau dasar penolakan hakim yang di dahului nikah sirri. 2). Untuk
mendeskripsikan solusi penolakan hakim terhadap pasangan yang sudah
melakukan nikah sirri.

Penelitian _menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
secara teoritis dengan.melakukan langsung'ke lapangan. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi dan responden oleh_hakim _yang memutus
perkara-‘tersebut /beserta para pihak\pemahon, serta diperoleh secara tidak
langsung seperti melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang, kekuasaan 'kehakiman, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Peraturan Mahkamah Agung (perma) nomor 5 tahun 2019, serta jurnal
hukum.

Hasil penelitian menunjukkan pada penelitian ini, yaitu 1). Pengadilan
Agama Probolinggo menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak yang di
bawah umur yang telak menikah siri tersebut karena mempertimbangkan berbagai
aspek hukum dan sosial yang mendasari perlunya penundaan pernikahan sampai
usia yang diatur secara hukum terpenuhi. 2). Solusi yang diberikan hakim kepada
pasangan yang sudah melakukan nikah sirri adalah perlindungan hak anak,
pendampingan psikologis dan konseling, penundaan pencatatan nikah resmi,
pengawasan dan evalusia berkala, dan edukasi hukum dan sosial. Hakim
menekankan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk hak atas pendidikan,
kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan psikologis dan sosial, sehingga tidak
serta merta mengesahkan pernikahan sirri melalui dispensasi kawin.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur oleh
syariat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Di
Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai suatu ritual sosial, tetapi
juga merupakan bagian integral dari tradisi, kepercayaan, agama, dan
pengetahuan masyarakat. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang
berlandaskan perjanjian kuat (mitssagan ghalidzan) antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan. lkatan ini bertujuan untuk menyatukan keduanya
dalam Kkehidupan yang sah di mata agama dan hukum. Perkawinan
dimaksudkan untuk membangun sebuah keluarga yang abadi, bahagia, dan
penuh kasih sayang.! Pernikahan juga salah satu kebutuhan dasar hidup
manusia, 'terpenting ‘dalam hubungan sosial ‘dan’ hukum: dimana seorang laki-
laki dan perempuan secara-sah bergabung sebagai pasangan hidup: Pernikahan
merupakan sunah yang mulia, Makna nikah adalah sebuah ikatan karena di
dalam sebuah pernikahan terdapat ijab dan gabul.? Ikatan pernikahan ini
menjadi sarana untuk menciptakan ketenteraman batin dan bukan hanya
sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan emosional dan spiritual.

Hal ini tercantum sebagaimana Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

! Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawianan, Cetakan Petama
(Situbondo: Unimal Press, 2016), 18.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqgh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 35.
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Artinya:
Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.>

Pernikahan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat
hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi ke dua belah pihak.
Dalam pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan
keinginan manusia tetapi lebih dari pada itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan
lahir batin antara seorang pria dan wanita.*

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni
Undang-Undang Perkawinan, Nomaor_1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang, Perkawinan “Perkawinan.jalah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.® Terdapat syarat-syarat perkawinan

untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 406.

* Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: Bina Aksara, 1987), 2.

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 1.



Undang-Undang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 hingga pasal 12
meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk
nikah, tidak terdapat larangan untuk kawin, tidak terikat oleh suatu
perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama
yang akan kawin, telah lewat masa tunggu/iddah (bagi janda) serta memenuhi
tata cara perkawinan.®

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bagi
siapapun yang hendak melaksanakan pernikahan agar melakukan
pertimbangan yang matang sehingga membantu bertahan dalam jangka waktu
yang lama didalam menjalin hubungan antara suami istri dan juga diperlukan
sikap toleransi dan menepatkan diri pada peran yang semestinya, agar terjamin
ketertiban dalam masyarakat.”

Dalam hukum positif Indonesia, kesiapan fisik dan mental dianggap
sebagai hal penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis,
bahagia, dan kekal. Oleh sebab itu, regulasi terkait perkawinan mengatur batas
usia,minimum sebagai syarat,untuk;melangsungkan pernikahan--Ketentuan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki
kematangan fisik, emosional, dan mental yang diperlukan untuk menghadapi
tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Batas usia minimum untuk
menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, usia minimum untuk menikah bagi

® Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan,
pasal 6-12.
" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



laki-laki dan perempuan sama-sama ditetapkan pada usia 19 tahun. Hal ini
berbeda dengan aturan sebelumnya yang menetapkan batas usia minimal bagi
laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.® Perubahan tersebut
dilakukan dengan menyamakan batas usia antara laki-laki dan perempuan
tidak lain untuk menyelaraskan dengan prinsip perlindungan anak dan
memastikan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, tidak sedikit fakta yang ditemukan dilapangan dengan adanya
perubahan batasan usia perkawinan ini dapat mempengaruhi peningkatan
dispensasi kawin karena maraknya perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah
satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka
langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah
agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena
apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk
menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta
pasangan tersebut. mengajukan, dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA)
setempat,’

Akibat pernikahan_anak dibawah umur menyebabkan permasalahan
sosial sebagai dampak negatif, diantaranya: meningkatnya angka perceraian,
kekerasan rumah tangga (KDRT), ketidak harmonisan dalam rumah tangga,

dan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan.

8 Mila Muliani dkk., “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan
Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam,” Fenomena: Jurnal Penelitian 14, no. 2
(2022): 89.

® Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan
Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan
Perlindungan Anak,” Jurnal Fusion 3, no. 1 (Januari 2023): 16.



Permohonan dispensasi nikah memungkinkan anak yang belum
memenuhi syarat usia kawin untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan
secara sah dengan persetujuan pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan
dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak atau sesuai dengan
pertimbangan hukum dan sosial.’® Dalam hal ini, pengadilan memiliki
kewenangan untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah permohonan
tersebut dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik
bagi anak serta berbagai faktor lain seperti kesiapan mental, fisik, dan dampak
jangka panjang dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
yang menjelaskan bahwa asas dalam permohonan Dispensasi Kawin yaitu
memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup
dan tumbuh kembang anak. Asas ini memiliki konsekuensi bahwa Pengadilan
sebagai gerbang. utama dalam permohonan ,dispensasi-kawin memiliki peran
penting untuk memastikan perlindungan, anak;

Dalam praktiknya, mayoritas permohonan dispensasi kawin yang
diajukan ke Pengadilan Agama cenderung disetujui oleh hakim. Menurut
Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesia
Judicial Research Society (IJRS) disebutkan bahwa hingga 99% dari

permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh

10 St. Zubaidah dkk., “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama
Di Kalimantan Selatan,” Anterior Jurnal 21 no. 3 (Agustus 2022): 2.



hakim.!! Data ini menunjukkan tingginya angka persetujuan dalam proses
dispensasi kawin. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan
angka tersebut. Tidak semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan
berhasil dikabulkan, meskipun pemohon mengajukan alasan yang jelas.
Hakim memiliki interpretasi pribadi untuk menilai setiap kasus berdasarkan
kondisi spesifik, termasuk aspek kesiapan fisik dan mental anak, serta potensi
dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun statistik menunjukkan persentase tinggi, keputusan akhir tetap
bergantung pada pertimbangan hukum dan kebijakan masing-masing hakim
dalam menangani setiap kasus secara individu.

Saya melihat sakralitas perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan
dalam Undang-Undang maupun dalam KHI sudah tidak terpenuhi karena
secara sosiologis secara sosial masyarakat memandang perkawinan tidak lagi
sebagai sesuatu yang sakral bukan sesuatu ikatan lahir batin yang kuat
melainkan di anggap sebagai-kontrak biasa perjanjian-biasa.-Akhirnya tujuan
normatif dibuatnya batas minimum, perkawinanyderdeglarasi, akhirnya, Maka
dalam penelitian ini_saya mengkaji mengapa hakim menolak praktik
dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri supaya menjadi Pendidikan bagi
masyarakat dan supaya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu
menyelesaikan kegelisahan terhadap kasus ini.

Sebagai uraian di atas Pengadilan Agama Probolinggo menolak

permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah siri berdasarkan dalam

11 Bestha Inatsan Ashila dkk., Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020), 26.



penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024.PA.Prob. berdasarkan hal tersebut, peneliti
tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS
PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI (STUDI KASUS
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO PUTUSAN
156/Pdt.P/2024/PA.Prob)”.
B. Fokus Penelitian
1. Apa landasan atau dasar penolakan hakim dalam permohonan
dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri?
2. Bagaimana solusi dari hakim terhadap pasangan yang sudah
melakukan nikah sirri?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan landasan atau dasar penolakan hakim dalam
permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri.
2. Untuk, mendeskripsikan solusi-.dari, hakim terhadap ;pasangan yang
sudah melakukangnikah sirtis
D. Manfaat Penelitian
Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat
teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat teoretis
a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta
menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga, terlebihnya

mengenai penolakan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri



b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan
khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini di harapkan menjadi penelitian hukum

lapangan dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun refrensi yang

dapat digunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian
selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini di harapkan memberikan wawasan
dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun
refrensi bagi kalangan akademisi, Khususnya dalam progam studi
Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mugkin masih
mempunyai-kesamaan yang telah.di bahas dalam penelitin ini.

E. Definisijlstilah
Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian
agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang di
maksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal

yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.*

12 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah, (Jember: UIN KHAS Jember,
2021). 46.



1. Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah merupakan memberikan izin khusus yang di
berikan oleh pengadilan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia
untuk menikah. Sehingga bagi orang tua anak yang belum cukup umur
dapan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk memperoleh izin
dispensasi nikah.:
2. Nikah Sirri
Nikah sirri merupakan nikah yang di langsungkan secara
sembunyi-sembunyi dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) dan kantor Catatan Sipil. Nikah sirri tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum meskipun sah dalam agama.
3. Penolakan Hakim
Penolakan hakim secara umum adalah sikap seorang hakim yang
menolak suatu,-permohonan .atau,gugatan ,yang,-di-ajukan kepadanya.
Penolakan iniydi,dasarkan, pada pertimbangan-hukum,dan, fakta-fakta yang
terungkap di persidangan.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk
menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyususnan hasil
penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut:

13 Inayatul Anisah dkk., “Post-Divorce Determination Of Marriage Dispensation,”
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BAB | PENDAHULUAN, yang berisi seluruh keseluruhan skripsi yang
didalamnya memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui
apa yang dimaksud penulis.

BAB 1l KAJIAN PUSTAKA, yang didalamnya membahas tentang
penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana analisa dalam membahas objek
penelitian ini.

BAB Il METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisi tentang jenis
penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga akan mengetahui
metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis
yang diperoleh dari penelitian dengan mereapkan metode yang telah ditentukan,
berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap
mempertahankan pada tujuan.utama dari penelitian.

BAB, V; KESIMPULAN; merupakan bab terakhir. dalamsebuah-skripsi
yang menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini juga mencakup

saran-saran dari penulis dan penutup.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan seperangkat teori-teori refrensi yang
bertujuan untuk mencermati, mendalami, dan menelaah agar bisa
memperoleh sumber-sumber data yang di gunakan dalam penelitian. Adapun
kajian pustaka dalam penelitia ini terdiri dari dua Sub Bab yakni, Penelitian
Terdahulu yang bertujuan untuk menjadi pembeda antara penelitian
terdahulu dengan penelitian yang di lakukan sekarang, dan Kajian Teori.

A. PENELITIN TERDAHULU
Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah ada
dari sejak penelitian ini belum di lakukan. Secara umum pembahasan
pernikahan di pondok pesantren telah di teliti oleh para peneliti
khususnya bagi peneliti  yang disiplin® tentang ilmu hukum.

Mencantumkan . penelitian > terdahulu ini | merupakan™ bentuk dalam

memastikan /sebuah ke orsinalitas’ karya dan, tempat yang 'di ‘lakukan

dalam penelitian ini.

1. Skripsi, Ihwan Burhanudin fakultas Syariah Universitas Islam Negri
Sulthan Thatha Saifuddin Jambi dengan judul “Pertimbangan Hukum
Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara
25/Pdt.P/2020/PA.SRL). Dalam skripsi ini kesimpulannya bahwa

pertimbangan hakim dilihat dari umur anak, hubungan darah antara

11
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kedua calon, dan kemaslahatan karena dalam kasus tersebut pemohon
mengajukan dispensasi nikah karena telah hamil diluar nikah. Dengan
alasan tersebut majlis hakim mengabulkannya, karena hakim khawatir
terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.}* Persamaan skripsi diatas
dengan peneliti yang akan dilakukan sama-sama mengkaji
permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Perbedannya
skripsi diatas fokus pada pertimbangan hakim karna mengabulkannya
sedangkan rencana penulis akan mengkaji permohonan dispensasi
nikah yang ditolak di pengadilan agama.

2. Siti Aminah Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro tahun 2022 dengan judul “Pertimbangan Hakim
Dalam Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama
Gunung Sugih)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) sifat penelitiannya deskreptif yaitu penelitian
untuk, membuat ,gambaran. mengenai,situasi, atau. kejadian, sehingga
metode deskriptif ini pberkehendak mengadakan.akumulasi-dasar-dasar
belaka. Kesimpulan yang didapatkan menggunakan ijtihad dalam
bentuk putusan pengadilan (yurisprudensi), tidak hanya cukup dengan
penguasaan hukum saja tapi mempunyai kemampuan untuk
menerapkannya yang benar. Perbedaan pada penelitian yaitu

membahas bagaimana solusi bagi pasangan yang sudah melakukan

14 Thwan Baharudin, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Dispensasi Nikah Karena Hamil
Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara
25/P.dt.P/2020/PA.SRL)”. (Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thatha Saifuddin Jambi,
2022), 78.
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nikah sirri pada dispensasinya yang ditolak. Adapun, kesamaan
metode penelitian yuridis empiris atau lapangan yang berfokus pada
studi kasus putusan Pengadilan Agama.

. Skripsi, Risa Elpina Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 dengan judul
“Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar
Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Penetapan
Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA)”. Dalam skripsi ini dapat
disimpulkan tingkat kematangan berfikir juga menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini. Tidak ada
standar bagaimana alas an mendesak itu. Dampak penolakan tersebut
tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan anak.
Perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih fokus pada solusi bagi
pasangan yang menikah sirri pada dispensasinya yang ditolak.
Adapun, kesamaan, sama-sama pada studi kasus-Pengadilan Agama.
 Skripsiy Karya,Yusuf,Alaihis Salam Program Studi-Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember Tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.”
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen untuk
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menganalisis masalah hukum yang berkaitan dengan dispensasi
kawin. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Mengapa
terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Kabupaten Jember? 2) Apa racio decidendi majelis hakim
dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Jember? Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember
yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor orang tua,
agama, ekonomi, pendidikan, hubungan pra-nikah, dan kehamilan di
luar nikah. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum
berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menghindari dampak negatif
seperti perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim juga
mempertimbangkan.kondisi khusus yang mengancam. stabilitas sosial
dengan, tujuany menjaga-keamanan dan-keharmonisan-masyarakat.
Untuk mendukung keputusan dispensasi_kawin, hakim memeriksa
bukti-bukti berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, dan fakta-
fakta lainnya yang relevan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan
hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.'® Penelitian

tersebut memiliki persamaan meneliti putusan di Pengadilan Agama.

15 Yusuf Alaihis Salam, “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan

Agama Kabupaten Jember.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember,

2022).
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Dan perbedaannya peneliti menggunakan data lapangan yang
wawancara langsung ke hakimnya.

5. Skripsi, Bella Muhmidah Yelly jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif
Kasim Riau Tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim
Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara NO.
72/Pdt.P/2023/PA. Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B
Perspektif Maqosid Syari’ah”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan
bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini lebih
mengedepankan fakta hukum yang diajukan para pemohon. Dan
alasan para pemohon mereka sudah bertunangan dan sering berdua
kesana kemari. Dikahwatirkan melakukan perbuatan yang dilarang
oleh agama dan menimbulkan aib. keluarga.’® Persamaan skripsi ini
dengan penulis sama-sama meneliti mengenai = permohonan
dispensasi, kawin. .Perbedaanya skirpsi ini penelitiannya berbentuk
pustaka sedangkan penulis meneliti pada-hakim dan-para pihak yang

berkaitan.

16 Bella Muhmidah Yelly, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi
Perkawinan Pada Perkara NO. 72/Pdt.P/2023/PA. Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B
Perspektif Maqosid Syari’ah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



Tabel 1.1
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Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Dengan penelitian yang di lakukan

No| Nama/Tahun Judul Persamaan Perbedaan
1. | Ihwan Pertimbangan Hukum | - Tema yang - Peneliti disini
Burhanudin Pengabulan dibahas tentang
12021 Dispensasi Nikah | dispensasi pengabulan
Karena Hamil Di Luar | nikah dan  peneliti
Nikah (Studi Kasus Di | - Metode yang saya tentang
Pengadilan  Agama | digunakan penolakan
Sorolangun Pada No. | empiris - Objek
Perkara penelitian
25/Pdt.P/2020/PA.SR - Fokus
L) penelitian
2. | SitrAminah Pertimbangan ~Hakim | = Temayang - Objek
12022 Dalam Penolakan | dibahas Penilitian
Dispensasi Nikah | penolakan (Analisis
(Studi Kasus | dispensasi Putusan)
Pengadilan ~ Agama | nikah - Fokus
Gunung Sugih) - Metode yang penelitian
digunakan

empiris
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Risa Penolakan Hakim | - Tema yang - Fokus
Elpina/2024 | Terhadap Dispensasi | dibahas Penilitian
Nikah Akibat Hamil | penolakan
Di Luar Nikah | dispensasi

(Penetapan Nomor | nikah
67/Pdt.P/2020/PA. Metode yang
Amb dan Penetapan | digunakan
Nomor empiris
168/Pdt.P/2018/PA.T
A)
Yusuf Alaihis | Analisis Yuridis | - Tema yang - Metode
Salam/2022 Penetapan Dispensasi | - dibahas penelitian
Kawin di Pengadilan | dispensasi empiris
Agama Kabupaten | kawin
Jember
Bella Analisis Putusan | - Temayang di | - Metode
Muhmidah Hakim Dalam | bahas tentang penelitian
Yelly/2024 Menetapkan permohonan empiris
Dispensasi dispensasi - Putusan
Perkawinan Pada | kawin ditolak
Perkara NO.

72/Pdt.P/2023/PA.
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Rgt Di Pengadilan
Agama Rengat Kelas
1B Perspektif

Magqosid Syari’ah

B. KAJIAN TEORI
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim adalah gelar yang diberikan kepada individu yang
memiliki kompetensi dan profesi dalam bidang hukum dan peradilan.
Mereka sering kali berhadapan langsung dengan berbagai masalah
terkait kebebasan dan keadilan, terutama dalam konteks pengambilan
putusan atas setiap perkara. Seorang hakim di harapkan memiliki
pemahaman Yyang mendalam tentang hukum, serta mampu
menemukan dan menetapkan hukum yang berlaku. Dalam setiap
putusan;, hakim charus ;menggali; nilai-nilai 'keadilan yang hidup di
masyarakat,stermasuk saat memutuskanydispensasisnikah sesuai pasal
7 ayat (2) Undang-Undang _Perkawinan, yang memungkinkan
permohonan dispensasi jika ada penyimpangan usia menikah.’

Hakim merupakan perwujudan nyata dari lembaga peradilan,
yang mencerminkan wibawa dan kredibilitas sistem hukum secara
keseluruhan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memutuskan suatu

perkara, seorang hakim tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan

17 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
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intelektual yang tinggi, tetapi juga harus menunjukkan moralitas yang
kuat dan integritas yang kokoh. Dengan demikian, diharapkan hakim
dapat mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan
memberikan manfaat bagi masyarakat.®

Hakim dalam mengambil keputusan pengadilan harus
berlandaskan pada teori serta hasil penelitian yang komprehensif dan
seimbang antara aspek teori dan praktik. Salah satu upaya untuk
mewujudkan kepastian hukum dalam bidang peradilan adalah dengan
menjadikan putusan hakim sebagai ukuran atau tolak ukur tercapainya
kepastian hukum, mengingat hakim berperan sebagai aparat penegak
hukum.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang sangat
penting dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus
sangat teliti dan cermat saat memutuskan perkara, sehingga
keputusannya.hisa,membawa manfaat bagi semua, pihak,yang terkait.
Jika-hakim tidakgteliti, keputusannya,bisa,dibatalkan eleh,pengadilan
yang lebih tinggi (Mahkamah Agung). °

Hakim tidak bisa memutuskan perkara tanpa bukti yang Kkuat.
Pembuktian adalah tahap paling penting dalam proses persidangan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan

bener-bener terjadi, sehingga hakim bisa mengambil keputusan yang

18 Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di
Pengadilan,” Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 1, no. 2 (2023): 6.

19 Rustiani Nurfah, pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi
Nikah Di Pengadilan Agama Watanpone Kelas 1A, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin,
Makasaar, 2019), 13.
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adil dan benar. Hakim harus yakin bahwa fakta-fakta tersebut benar
sebelum menjatuhkan putusan, agar bisa menemukan hubungan
hukum yang jelas antara para pihak yang terkait.?°
Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada
dasarnya mencakup tiga poin utama, yaitu:?
e pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau tidak
disangkal
o analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terbukti dalam
persidangan
e serta pertimbangan terhadap setiap bagian dari petitum
penggugat secara rinci untuk menentukan apakah tuntutan
dapat dikabulkan atau tidak
Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama. tidak langsung
menyetujui permohonan yang diajukan. Terdapat beberapa aspek yang
harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan;apakah akan
mengizinkan atau menolak permohonan dispensasi nikahtersebut.
Landasan atau.dasar penolakan-hakim terhadap dispensasi nikah
mengacu pada alasan-alasan berikut:
e Belum cukup umur, anak pada pemohon belum mencapai usia 19
tahun yang merupakan syarat minimal untuk menikah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

20 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 139.

2L Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetv Yogyakarta:
(Pustaka Pelajar 2004), 140.
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eDampak negatif pernikahan dini, Hakim mempertimbangkan
dampak buruk seperti terganggunya keberlanjutan pendidikan,
ketidaksiapan organ reproduksi, serta potensi masalah ekonomi,
sosial, dan psikologis.

eResiko konflik rumah tangga, Hakim juga mengkhawatirkan
potensi perselisinan dan kekerasan dalam rumah tangga yang
mungkin terjadi akibat pernikahan di usia dini.

Hal ini dijelaskan pada bagian yang menyebutkan bahwa hakim
memberikan nasihat kepada para pemohon untuk menunda pernikahan
hingga anak mencapai usia 19 tahun, tetapi nasihat tersebut tidak
diindahkan oleh para pemohon.??

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan
asas-asas berikut:

1) Kepentingan terbaik bagi anak

2) Hak-hidup dan tumbuh kembang anak

8) Penghargaan atas-pendapat anak

4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
5) Non-diskriminasi

6) Kesetaraan gender

7) Persamaan di depan hukum

8) Keadilan

9) Kemanfaatan

22 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024.PA .Prob.
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10) Kepastian hokum
Asas-asas ini  bertujuan untuk menjamin  perlindungan,
kesejahteraan, dan hak anak sebagai generasi masa depan serta
memastikan proses hukum yang adil dan bermanfaat dalam
pengambilan keputusan dispensasi kawin.?
Pasal 3 dalam Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin menetapkan tujuan utama sebagai berikut:
1) Menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam pasal 2, yang
meluputi perlindungan hak anak dan prinsip keadilan
2) Menjamin pelaksanaan system peradilan yang secara khusus
melindungi hak anak dalam konteks permohonan dispensasi
kawin
3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah
perkawinan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan usia
4). .Mengidentifikasi-.apakah ada paksaan_.yang-menjadi latar
belakang pengajuany permohonan dispensasi—kawin, guna
memastikan keputusan yang bebas dari tekanan
5) Mewujudkan standarisasi atau keseragaman dalam proses
pengadilan permohonan dispensasi kawin agar prosedur

berjalan konsisten dan adil diseluruh pengadilan

23 Aris Saifudin, Sufirman Rahman dan Sahban, Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah, Journal OF Lex Generalis
(JLS), Vol. 4, No. 3 (Maret 2023), 753.

24 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah BNRI 1489, 2019.
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Pasal ini menegaskan bahwa hakim harus mengadili permohonan
dispensasi kawin dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan
anak dan keadilan, memastikan sistem peradilan berjalan efektif
dalam melindungi hak anak, mendorong peran aktif orang tua dalam
pencegahan perkawinan anak, memeriksa adanya unsur paksaan
dalam permohonan, serta menjaga keseragaman prosedur pengadilan
agar prosesnya transparan dan adil.

Kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya berkaitan
erat dengan prinsip tidak memihak. Dalam hal ini, posisi hakim yang
tidak memihak berarti hakim harus bersikap adil dan tidak berat
sebelah dalam menilai maupun mempertimbangkan suatu perkara.
Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009, yang mengamanatkan bahwa pengadilan harus
memutus perkara berdasarkan hukum tanpa membeda-bedakan
orang,® Dengan kata lain, hakim wajib,memperlakukan semua pihak
yang berperkara secara-setara,tanpasdipengaruhi elehsfatar belakang,
status, atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Kekuasaan kehakiman memiliki wewenang yang signifikan
dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dan mengambil
putusan dalam suatu perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap
hakim diharuskan untuk menyusun argumentasi dan pertimbangan

hukum secara tertulis mengenai kasus yang sedang ditangani. Tujuan

% Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, dan Zainal Said, “Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqosid Al-
Syariah)”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 3 (2024), 5.
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dari hal ini adalah agar keputusan yang diambil tidak hanya memiliki
landasan hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan prinsip
keadilan. Salah satu aspek yang di atur oleh mahkamah agung melalui
undang-undang adalah pedoman bagi hakim dalam menangani
permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, hakim harus berpegang
pada prinsip-prinsip dasar, seperti kepentingan terbaik bagi anak,
prinsip keadilan, kesetaraan dihadapan hukum, penghormatan
terhadap pendapat anak, penghindaran diskriminasi, jaminan kepastian
hukum, serta perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh,
dan berkembang dengan baik.?®

Pertama-tama, hakim perlu mendengarkan keterangan dari
para pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah. Setelah
mendengarkan keterangan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan
informasi yang telah diperolen dalam proses persidangan
dilangsungkan., Selain itu,-hakim juga harus,memperhatikan berbagai
faktor seperti ykondisi psikologis; sosiologis; budaya; pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Pertimbangan ini penting karena sering kali
terdapat orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah akibat
situasi ekonomi yang sulit. Tugas seorang hakim harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh hakim

% Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah BNRI 1489, 2019.
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merupakan proses penerapan peraturan perundang-undangan yang
disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan.?’

John Rawls menekankan konsep keadilan yang disebut
(Justice as fairness) atau keadilan sebagai kejujuran. Menurutnya,
keadilan harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat seperti
politik, hukum, dan ekonomi karena institusi-institusi sosial ini
langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi,
agar masyarakat bisa hidup adil, aturan di bidang politik, hukum, dan
ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan yang adil dan
merata bagi semua orang tanpa memihak. Menurut John Rawls,
terdapat 2 prinsip utama keadilan yaitu:

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (Principle Of
Greatest Equal Libety), yang mengatakan bahwa setiap
individu berhak atas kebebasan dasar yang paling luas dan
setara, seperti-hak berpolitik, berbicara, beragama, dan hak-hak
dasar, lainnya, Selamaykebebasan-tersebut ;tidak-mengganggu
kebebasan orang lain._ Prinsip ini menegaskan pentingnya
memberikan kebebasan yang sama kepada semua orang.?®

2) Prinsip perbedaan (The Difference Principle) dan prinsip
persamaan peluang yang adil (The Principle Of Fair Equalty

Of Opportunity). Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidak

27 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, LN RI Nomor 157 TLN.

2 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, John Rawls A Theory Of Justice Teori Keadilan,
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 73-74.
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setaraan sosial dan ekonomi bisa diterima jika manfaatnya
dirasakan oleh mereka yang paling tidak beruntung dalam
masyarakat, dan jika ketidak setaraan tersebut membantu
meningkatkan posisi mereka. Sedangkan prinsip peluang yang
adil menuntut agar semua orang memiliki kesempatan yang
sama untuk mendapatkan posisi dan jabatan, tanpa
diskriminasi, sehingga peluang tersebut benar-benar terbuka
untuk semua. Rawls menekankan bahwa kedua prinsip ini
harus harus di Implementasikan secara Bersama untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan jika terjadi konflik
prinsip kebebasan harus di dahulukan diikuti oleh prinsip
kesempatan yang adil serta prinsip perbedaan harus di terapkan
Jika membawa manfaat terbesar bagi mereka yang paling
kurang beruntung.?®
Menurut, Gustav , Radbruch keputusan.-yang--baik setidaknya
mengandung 3;aspek yaitu;

1) Aspek kepastian hukum: Dalam konteks ini, kepastian
hukum menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan
secara tegas pada setiap kejadian nyata tanpa adanya
penyimpangan. Kepastian hukum berfungsi melindungi

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak

2 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, John Rawls A Theory...., 65.
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lain, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban
sosial.

2) Kemanfaatan hukum: Menolak kerusakan didahulukan
dari pada menarik kemaslahatan.” tidak bisa dijadikan
landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan
dari pada kemaslahatan pribadi.

3) Keadilan hukum: Masyarakat selalu menginginkan agar
dalam penerapan dan penegakan hukum, nilai-nilai
keadilan selalu diperhatikan. Hukum bersifat mengikat
bagi semua orang tanpa terkecuali, serta berlaku sama
tanpa membedakan status atau perbuatan yang dilakukan
oleh individu.

Ketiga aspek keadilan-keadilan hukum (legal justice), keadilan
moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) saling
melengkapi-dan menjadi dasar-.penting dalam-setiap. keputusan yang
mencerminkany keadilan—secara menyeluruh.~ Namun;-, memberikan
porsi yang seimbang bagi ketiganya bukanlah hal yang mudah. Jika
hakim terlalu menekankan kepastian hukum, maka keadilan moral dan
sosial berisiko tidak terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, jika fokus
utama diberikan pada keadilan moral dan sosial, maka kepastian

ukum sebagai fondasi sistem hukum bisa terganggu atau terabaikan.

30 Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan
Hukum, dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” Indonesia Journal Of Islamic
Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJJEL), Vol. 1, No. 4 (2023), 568.
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Selain  mengacu pada undang-undang perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan kaidah fighiyah
dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam hal
ini, hakim mempertimbangkan prinsip bahwa “mencegah kerusakan
lebih utamakan dari pada mengejar kemaslahatan.” Dalam sidang
dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim melakukan
pemeriksaan dan memastikan berbagai aspek dengan mengajukan
pertanyaan kepada pemohon, calon mempelai, dan saksi-saksi yang
hadir. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah
terdapat larangan untuk menikah, karena hal ini sangat penting
sebelum perkihan dilangsungkan.

Pengadilan agama juga memiliki ~fungsi pembinaan,
pengawasan, nesehat, dan administrative. Fungsi lainnya termasuk
koordinasi pelaksaan tugas hisab dan rukyah, pelayanan penyuluhan
hukum, riset/penelitian, dan memberikan, akses-informasi peradilan.

+ Teari Penetapan Dispensasi;Nikah

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi diartikan
sebagai pengecualian dari suatu aturan yang diberikan karena alasan
tertentu, ini juga mencangkup pembebasan dari kewajiban atau
larangan. Sementara itu, nikah atau kawin adalah suatu ikatan atau
akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ajaran
agama. Menurut Roihan A. Rasyid dispensasi kawin adalah izin yang

di berikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang
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belum mencapai usia yang ditentukan untuk melangsungkan
pernikahan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ateng Syarifuddin
yang menyatakan bahwa dispensasi nikah adalah suatu keringanan
yang bertujuan untuk mengatasi hambatan yang biasanya tidak
diperbolehkan, dengan mengesampingkan larangan dalam situasi
tertentu (relaxation legi).>!

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh pengadialan
kepada calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk
melangsungkan pernikahan.? Dispensasi kawin adalah jenis perkara
voluntair, yaitu permohonan yang tidak melibatkan sengketa,
sehingga tidak ada pihak yang berlawanan, dan hasilnya berupa
penetapan.  Dalam hal permohonan, pengadilan hanya dapat
menerima jika terdapat kepentingan hukum yang mendasarinya.?

Dalam masyarakat, terdapat berbagai permasalahan hukum
terkait perkawinan, salah satunya adalah, perkawinan-di.bawah umur.
Isuinidianggapysebagai-masalah yangserius;-karenaymenimbulkan
kontroversi di_kalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun di
tingkat internasional. Realitanya, praktisi perkawinan semacam ini

sering terjadi karena berbagai alasan dan pandangan, termasuk

3L Irfan Listianto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah
Umur”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 40.

32 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019
Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

3 Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “ Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (studi kasus Pengadilan Agama Limboto)”. /lmiah
al-Jauhari 5, no. 2 (2018): 91.
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karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang kurang baik
dalam masyarakat.

Agar setiap permohonan dispensasi perkawinan dapat
dipastikan telah memenuhi syarat administratif, panitera sebaiknya
menyusun daftar ceklis untuk memeriksa kelengkapan dokumen
administrasi yang diajukan. Adapun persyaratan administratif dalam
permohonan perkara dispensasi kawin meliputi:

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua /
wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas
Anak dan / atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas
Anak-dan /.atau akta kelahiran calon suami. /istri
6., Fotokepi ijazah-pendidikan sterakhir-anak-dan./atau, surat
keterangan masih sekolah dari sekolah anak
Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, dokumen lain yang
menjelaskan identitas serta status pendidikan anak dan identitas
orang tua atau wali dapat dijadikan pengganti.®* Surat permohonan
tersebut harus memuat alasan yang sangat mendesak sebagai dasar

permintaan dispensasi. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan

3 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili.
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yang memiliki kewenangan sesuai dengan agama dan tempat
tinggal calon pengantin.®
Dispensasi nikah diajukan sebagai pengecualian terhadap
aturan batas usia minimal menikah yang ditetapkan oleh hukum.
Tujuan utamanya adalah memberikan izin resmi bagi pasangan yang
belum memenuhi syarat usia, agar tetap dapat menikah secara sah
melalui persetujuan pengadilan. Dispensasi nikah diajukan untuk
memberikan izin khusus kepada pasangan yang belum mencapai usia
minimal menikah sesual ketentuan hukum, sehingga mereka dapat
menikah secara sah dengan persetujuan pengadilan. Tujuan ini juga
mencakup perlindungan hak anak dengan memastikan proses
peradilan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta
meningkatkan tanggung jawab. orang tua dalam mencegah
perkawinan anak yang belum layak secara usia. Selain itu, dispensasi
ini, bertujuan untuk.-memastikan, bahwa,permohonan tidak diajukan
karenajadanyaypaksaan,-dan untuk menjaga kepastian-hukum serta
keseragaman prosedur pengadilan dalam menangani kasus-kasus
dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi sering kali didasari oleh
kondisi sosial atau situasi mendesak yang memerlukan solusi hukum
khusus.
Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang

harmonis, serta mencapai kasih sayang dan rahmat, merupakan

3 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
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bentuk pernikahan yang diidamkan. Di Indonesia, terdapat berbagai
pandangan mengenai usia yang tepat untuk menikah. Salah satunya
adalah pandangan dalam hukum islam yang mengatur bahwa calon
mempelai dapat menikah setelah mencapai usia 19 tahun, baik untuk
laki-laki maupun perempuan.

Dalam penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, pengecualian yang dimaksud adalah izin khusus dari
pengadilan yang diberikan agar pernikahan dapat dilangsungkan
meskipun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai
batas usia minimal yang ditetapkan untuk menikah.*® Perkawinan di
Indonesia diatur oleh undang-undang, termasuk ketentuan mengenai
batas usia minimal untuk menikah. Namun, dalam kondisi tertentu
yang mendesak, pernikahan bagi yang belum mencapai usia tersebut
dapat diizinkan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus.

Orang- tua-dari. calon, mempelai ,pria ;maupun,wanita dapat
mengajukan, permohanan-dispensasi usia-ke pengadilan,agama bagi
yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang non-Muslim.
Proses ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 yang mengatur pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,
Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan sesuai dengan

domisili pemohon.

3 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.



33

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengizinkan
pernikahan pada usia tersebut. Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional merekomendasikan agar usia ideal untuk
menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
Sementara itu, menurut pandangan Maqashid Syari’ah usia yang
dianggap ideal untuk menikah adalah 20 tahun bagi perempuan dan
25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut dianggap sudah
mampu untuk mewujudkan tujuan pernikahan.®’

Mengenai batas usia yang sesuai dan layak untuk
melaksanakan pernikahan, baik al-qur’an maupun hadis tidak
memberikan penjelasan yang jelas mengenai batasan tersebut. Oleh
karena itu, pernikahan atau akad nikah yang dilakukan calon
mempelai yang masih di bawah umur tetap dianggap sah.

Ketentuan mengenai batas usia ini, sebagaimana di atur dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

“Untuk skemaslahatan, keluarga dan-tumah tangga;, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon_mempelai yang telah mencapai umur
yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19
tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.3®

Penentuan batas usia pernikahan ini tidak secara langsung dibahas

37 Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Magqasid Syari’ah”. Studi
Islam dan Kemanusiaan 1, no. 1 (Juni 2016).

3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, Bandung: Nuansa
Aulia, 2020, 5.
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dalam figh, sehingga merupakan hasil ijtihad atau pemikiran para
penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan yang
digunakan dalam menetapkan batas usia tersebut adalah ayat 6 dari

surat An-Nisa dalam Al-Qur'an:

H7 ]G XR JONICESEts BXU0DHI T Ha o0
VR b N1~ T ) 3OO S-@OORO
AANVEGON— 9 O NXKes RARLERYHC o 3
BXMARD o @a g0 Se2QFAVO JALUE&BQYHAE
@0 B J2€00-000%E00 JEFE&TOWRO
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BO0€ONERE40 QO F00XHONEOO
o BON EXN ¢ 8) AX@h JIKEX Ju)
¢ AXKIE T62€0 B X0 AXDEICO0@Ood o
A Aot @ Oogeo HFCOBE Do
S+ Qe Bl G OMNO 2RO M We 6" N
QLB & 7O e D A2 EeF=>+c[AO
BXO0COB &G *Oieo A2€00=00v2 T

* Foro N FOXKIAX<OO A2ZB&IOMEH N
&N F 4 EORORO

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka

hartahartanya”.®

Ayat ini mengajarkan bahwa harta anak yatim harus
dikelola oleh wali sampai anak tersebut mencapai kedewasaan dan
kecakapan dalam mengelola hartanya, biasanya ditandai dengan
usia cukup’untuk menikah dan kemampuan mempertimbangkan
baik buruk penggunaan harta. Setelah anak yatim dianggap cerdas
dan mampu mengelola harta, maka wali wajib menyerahkan harta
tersebut kepada anak yatim tersebut. Hal ini bertujuan untuk

melindungi hak anak yatim sekaligus memastikan harta mereka

39 Kementrian Agama Republik Indonesia, 4/-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: PT.
Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.
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tidak disalahgunakan selama masa perwalian. Pengelolaan harta
anak yatim harus dilakukan dengan penuh amanah dan kehati-
hatian agar kemaslahatan anak tetap terjaga hingga mereka siap
mandiri secara finansial.*°

Didasarkan pada pertimbangan untuk kebaikan keluarga
dan rumah tangga. Hal ini sejalan demam prinsip dalam Undang-
Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan
istri harus memiliki kedewasaan secara mental dan fisik sebelum
melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencapai
maksud pernikahan dan menghindari kemungkinan perceraian
dikemudian hari.

Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 mengenai
Kewajiban Pegawai Nikah dan Prosedur Kerja Pengadilan Agama
dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi umat
islam, pasal l.ayat (2).poin (g) menjelaskan bahwa ‘Dispensasi
Pengadilan yAgama adalah Jkeputusan, yangy di- keluarkan oleh
pengadilan agama yang memberikan izin kepada calon suami dan
istri yang belum mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Perkawinan.” Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) dan (2)
menyatakan : “Jika seseorang calon suami dan istri belum
mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan,

mereka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

40 Abdul Hanan Arrifai, Konsep Pengelolaan Harta Yatim Dalam Al-qur’an, Ulumul
Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2 (September 2021), 102.
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Permohonan untuk dispensasi nikah tersebut harus diajukan oleh

orang tua dari kedua belah pihak kepada pengadilan agama di

9941

wilayah tempat tinggal mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4 Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaosa. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Mabahits Jurnal Hukum Keluarga 1 no. 02
(2020): 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



BAB |11

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam menemukan
jawaban serta kejelasan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan
metode dalam penelitian maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan
masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang di lakukan dengan hati-
hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehinggan nantinya akan
memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Adapun metode yang di gunakan
dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu
mewujudkan serta mengkaji lebih mendalam mengenai penolakan hakim
atas permohonan dispensasi nikah yang didahulur nikah siri, maka oleh
sebabnitu'jika dilihat 'dari.sisi: pendekatan anlisis‘penelitian ini tergolong
dari’ penelitian lapangan atau penelitian: hukum empiris/(empirical law
research). penelitian hukum empiris- (empirical law research) adalah
penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang
nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum ini

berkerja di masyarakat.*?

42 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum “langkah-langkah untuk
menemukan kebenaran dalam hukum”(Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.
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Pada penelitian ini penulis menggunkan pendekatan
sosiologi hukum. Pendekatan osiologi hukum sendiri adalah pendekatan
hukum yang objek kajiananya mengenai perilaku masyarakat.** Yang
pada penelitian ini melihat bagaimana solusi dari hakim jika para
pemohon sudah melakukan pernikahan sirri sedangkan permohonan
dispensasinya ditolak.

B. Subyek Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat maka
dalam sebuat penelitian hukum empiris perlu sumber data. Sumber data
dalam penelitian ini memerlukan dua sumber data, yaitu:
a) Sumber Data Primer
Sumber data primer ini merupakan informasi yang berperan
penting sebagai individu utama untuk dijadikan penelitian.**
Dengan kata lain sumber data primer ini adalah sumber data yang
diperoleh. secara . “langsung\ dari | 'sumber' _pertama. Adpaun
yangberperan/menjadi data primer dalam penelitian ‘ini- meliputi
data yang dihasil, kan ‘dari wawancara antara peneliti dengan
subyek penelitian dalam hal ini adalah hakim yang memutur
perkara dan para pihak pemohon.

Adapun teknik yang digunakan unutk mengumpulkan data

yaitu dengan purposive sampling, yang dimana dalam

pengambilan sampel sumber datanya ini dengan pertimbangan

43 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryan, dan Farkhani, Metodelogi Riset Hukum,
(Perumahan Palur Wetan, Oase Pustaka, Oase Group, 2020),43
4 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 41.
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tertentu dengan landasan atau dasar serta solusi yang diinginkan
berdasarkan tujuan dari peneliti.
b) Sumber Data Sekunder
Jenis data senkunder ini data yang diperoleh dari sumber
kedua yaitu seperti laporan, buku, majalah dan surat kabar.*®
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-
buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal dan situs internet. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder
mencangkup berbagai referensi pendukung, termasuk Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1074 tentang perkawinan, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor'5 Tahun/2019, serta jutnal hukum.
C. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penulisc menentukan untuk melakukan
penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Probolinggo, terletak di Jalan
Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota
Probolinggo, Jawa Timur 67223. penelitian ini adalah tempat dimana
penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan informasi serta sumber

data yang benar dan asli dengan kebutuhan peneliti. Lokasi penelitian

4 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, 71.
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dalam penelitian hukum empris dapat berupa wilayah tertentu,
masyarakat tertentu, lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau
daerah tertentu.*®
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting yang
bertujuan agar mendapatkan data yang valid sehingga hasil dari
kesimpulan penelitian pun tidak di ragukan lagi. Dalam penelitian ini
tentunya menggunakan beberapa metode yang relevan dengan penelitian
skripsi bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan maka dapat
mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna
untuk pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena di
suatu masyarakat tertentu dengan waktu tertentupula.*’
Fokus' observasi . ini./akan' bherkembang' ‘selama kegiatan
obseryasi ini berlangsung. Dimana pada,awalnya peneitian ini akan
mengamati Hakim\ Pengadilan-Agama Probolinggo beserta para

pemohon.

6 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani., dan Farkhani, Metodelogi Riset Hukum,
(Perumahan Palur Wetan, Oase Pustaka, Oase Group, 2020), 80-91.
47 Sigit Sapto Nugroho, Metodelogi Riset Hukum, 78.
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2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data primer
yang sumbernya langsung dari responden penelitian dilapangan
(lokasi penelitian). Sebelum melakukan wawancara Kita sebagai
penulis harus terlebih dahulu membuat pedoman wawancaranya
yang disitu berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar topic yang
diteliti.*® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis
wawancara yang terstruktur, hal ini diambil oleh peneliti karena
supaya mendapatkan informasi yang menemukan titik kesamaan dan
perbedaan yang akan di dapat dari informasi menganai penolakan
permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri. Dengan
menggunakan teknik pengumpulan ini maka peneliti akan
mengetahui hal-hal yang lebih mendalamm mengenai situasi dan
fenomena yang terjadi mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui

observasi.

3., Dokumentasi

Dokumentasi\ dalam-penelitian<ini adalah catatan peristiwa
yang telah terjadi. Dokumen tersebut bisa berupa sebuah karya
tulisan ataupun gambar. Penitian ini menggunakan dokumentasi
yang disitu terdiri dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian
seperti catatan, data arsip, surat surat pendukung dan catatan lainya

serta foto-foto kejadian yang terjadi seperti contohnya saat

48 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta, Publika Global
Media. 2024), 148.
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wawancara dengan informan dan juga catatan yang dihasilkan dari
wawancara tersebut.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan
kritikan, menentang, manambah atau menambahkan komentar, dan
setelah itu membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan
pemikiran sendiri. Teknik analisis data penelitian hukum empris,
peneliti disini sebagai berikut:*
a) Reduksi Data
Reduksi data bisa diartikan merangkum, mencari tema,
memilih data yang penting sehingga dapat digunakan dan
membuang hal tidak penting (tidak perlu). Setelah mengumpulkan
materi informasi mengenai penolakan permohonan dispensasi
nikah yang didahului nikah sirri maka selur informasinya dianggap
penting danfokus pada pokok permasalahanya.
h) | Penyajian Data
Pada proses, ini data bisa dilakukan denganbentuk singkat,
hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan data yang sudah
peneliti sajikan yaitu seputar alasan atau dasar penolakan hakim
sehingga data yang sudah didapatkan bisa disajikan nantinya.
c) Kesimpulan

Langka selanjutnya ialah kesimpulan. Pada proses ini

49 Nur Solikin, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum, 134-135.
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peneliti mencari makna dari data yang sudah dikumpulkan dan
sudah dikelompokn oleh peneliti, setelah itu peneliti membuat
kesimpulan dari data yang sudah ada dan setelah itu mencocokkan
kembali dengan teori yang tersedia.
F. Keabsahan Data
Setelah menganalisa data, peneliti melakukan keabsahan data hal
ini bertujuan untuk menunjukan bahwa data yang didapatkan ini
merupakan karya tulis ilmiah yang valid. Keakuratan informasi dan
dievaluasi dengan membandingkan objek penelitian, data serta sumber
yang digunakan. Setelah itu teknik validasi data yang digunakan adalah:
a) Trigulasi Sumber, hal ini untuk menguji kebenaran sebuah data
maka peneliti harus mengecek hasil penelitian yang sudah diperoleh
dari wawancara dan dokumen kainya. Contohnya seperti
pertanyaan yang sama didapatkan dengan informan yang berbeda.
b) | Trigulasi teknik, /haldini bertujuanunutk_menguji kebenaran data
yang /diperoleh;, ‘peneliti| \melakukan , pemeriksaan “pada hasil
penelitin dengan teknik yang berbeda.>
G. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti
langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dijelaskan
tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari

pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian

% Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 180.
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itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian terdiri
dari langkah-langkah sebagai berikut:
1. Tahap pra lapangan
Tahap pra lapangan atau atau tahap perancangan
(persiapan) ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh peneliti sebelum penelitian itu dilaksanakan hal ini bertujuan
untuk menjamin kegiatan penelitian yang hendak dilakukan ini
dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Tahap lapangan
Tahap lapangan atau tahap pelaksanaan ini merupakan
pelaksaan dari dari rencana apa yang direncanakan dari tahap pra
lapangan (tahap persiapan), singkatannya tahapan ini adalah
tahapan pelaksanaan penelitian (proses dilakukannya penelitian).
Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus
meneliti mengenat seputar 'penolakan“hakim tentang permohonan
dispensasi nikahyang didahului-nikah sirri. Pada tahapan ini sangat
penting dalam melakukan penelitian: hal ini akan mempengaruhi
hasil penelitian.
3. Tahap akhir penelitian
Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan data serta hasil
penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang pada bagian akhir

meliputi kesimpulan serta saran-saran penting untuk perbaikan atau
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merancang solusi terhadap permasalahan yang diteliti

sebelumnya.!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

51 Nur Solikin, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum, 109-132.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.acid



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA
A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo
Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja
Belanda (Konninklijk Besluit) Raja Willem 11 tanggal 19 Januari 1882
Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7
pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1
Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153, kemudian terjadi
perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama
Probolinggo berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 303 tahun
1990 tanggal 12 Desember 1990.
Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo
1. Masa Sebelum Penjajahan
Jauh sebelum penjajahan menginjakan kaki dibumi Nusantara,
Hukum/ Islam Stelah—hidup. “ditengah-tengah " masyarakat indonesia.
Agama Islam masuk’ negeri 'in1. secara’ damal. \Norma:norma sosial
dalam Islam telah-diterima oleh masyarakat Indonesia bersama dengan
penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh sebagaian besar
penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan
bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum islam merupakan satu-
satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum

yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.
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Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen
yang outentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan
Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat
dijelaskan secara terperinci, pada masa Pra Penjajahan ini.

. Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya
Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para
narasumber, diperoleh keterangan bahwa: Pada awal kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut
berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama,
sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama
dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh
penjajahan.  Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin
mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.
Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 3 januari-1946-dengan keputusan Pemerintah No.
01/SD/1946 dibentuk Departeman Agama RI. Kemudian dengan
Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. semua
urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen
Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan
Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan

Departemen Agama.
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Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum
stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan
sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak
mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor
seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan
Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis
kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun
berpindah-pindah  mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu
bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten
Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang
menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama
Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama
Probolinggo: . dijalan: . Panglima\ 'Sudirman_Probolinggo dengan
menyewa-rumah penduduk. Kantor-tersebut jauh dari memadai karena
ruang kantor wyang ditempati -Pengadilan Agama Probolinggo
berukuran hanya 3 x 4 M2 dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi
ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak
memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat

ketempat lainnya.
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4. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo
Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, Keadaan Pengadilan Agama
Probolinggo semakin hari semakin baik. Hal tersebut berkaitan
dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari
semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan
fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi
tidak kurang menjadi 22 perkara. Sampai dengan berlakunya undang-
undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama
Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan
Wilayah Kota Probolinggo.

Administratif. Probolinggo, dengan istilah kecamatan Kota
Probolinggo yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17
tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada tahun
1982 dengan. perluasan.wilayah menjadi 3-kecamataniyaitu:

1) Kecamatan-Mayangan
2) Kecamatan Wonoasih
3) Kecamatan Kademangan

Sehingga dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama
Probolinggo adalah wilayah Kotamadya Probolingggo yang terdiri
dari 3 Kecamatan dan ditambah dengan 9 Kecamatan wilayah

Kabupaten Probolinggo bagian Barat yaitu:
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1) Kecamatan Leces

2) Kecamatan Bantaran

3) Kecamatan Sumber

4) Kecamatan Kuripan

5) Kecamamatan Lumbang
6) Kecamatan Wonomerto
7) Kecamatan Sumberasih
8) Kecamatan Sukapura
9) Kecamatan Tongas

Dengan wilayah hukum 12 kecamatan tersebut dan seiring
berlakunya Undang-undang yang berlaku No. 01 tahun 1974, perkara
yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak
mencapai 60 — 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin
meningkat, 'sehingga kantor .yangada/sudah'tidak 'memadai lagi. Ketua
Pengadilan,. Agama waktu itu (K. 'SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk
mendapatkan tanah lekasi perkantoran<dengan bantuan Pemerintah
daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor dijalan
Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2.

Pada tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang
Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama
RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama

menepati kantor tersebut.
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5. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 07 Tahun 1989

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan undang-undang No.
07 tahun 1989. hal tersebut semakin memperkokoh eksistensi
Pengadilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap
sebagai quasi peradilan maka sejak undang — undang No. 07 tahun
1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Secara berangsur-angsur dan terencana dilakukan pembenahan
dan pembinaan untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama. Saat itu
Pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang
organisasi dan keuangan tetap berada dalam pembinaan Departemen
Agama Pada saat ini jumlah Hakim 5 orang, Panitera Penganti 7 orang
dan Juru Sita Penganti 2 orang.

Demikian juga sarana dan prasarana perkantoran Mulai
dilengkapi. Pada tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri Agama
RI"No0.'303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama
Probolinggo' yang-dari_semula/14-kecamatan, terdiri dari 5 wilayah
kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten
Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah Pengadilan
Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan
wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum
Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO kepada
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Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH.
Dengan surat tanggal 29 November 1993 No.
PA.M/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di
Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan
rata-rata 40 perkara.

6. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009

Bahwa untuk melaksanakan pasal 42, 43, dan 44 Undang
Undang Nomor 4 tahun 2004 maka telah lahir/terbit keputusan
Presiden Nomor 21 tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, dan
Finansial di lingkungan Peradilan ' Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang semuanya
disebut satu atap, maka segala pembinaan yudisial dan administrasi
umum'Peradilan' Agamadibawahnaungan:Mahkamah Agung.

Dengan berjalannya wakiu dan berlakunya KEPRES Nomor 21
tahun 2004 Peradilan ‘/Agama-di Indonesia mengalami perkembangan,
demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini
menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas
417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiridari ketua dan wakil
ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan
kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang

tenaga honorer . Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo
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yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun
urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di
Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara
dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan
Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun
2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011
mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini
Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut
untuk meemberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan
Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81
tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat hususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung
sangat.konsen dalam-hal keterbukaan'infermasi' sarana dan prasarana
juga harus lebih/ditingkatkan/ seperti’ gedung: yang' memadai dan
nyaman. Untuk -lebih, tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu
aturan atau proto type pembangunan gedung Peradilan seluruh
Indonesia di 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya
pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota
Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan
Agama probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di

jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan
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Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut Sangat berarti
karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Kota Probolinggo
saat ini sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi
masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan proto type yang
ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama
Probolinggo yang dimulai tahun 2012 diharapkan dapat lebih
memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi
melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama
Probolinggo.

Selain hal di atas dalam menyongsong era keterbukaan
informasi yang merupakan sebagian dari pelayanan prima Pengadilan
Agama Probolinggo telah menyediakan informasi melalui website
Pengadilan Agama Probolinggo, Para pencari keadilan tidak perlu lagi
datang ke _Kantor Pengadilan' Agama’ Probaolinggo yaang beralamat di
jl. Panjaitan Kota-Rrobolingge/akan tetapi_cukup membuka Website
Pengadilan '‘Agama Probolinggo 'segala informasi yang dibutuhkan
telah tersedia.

7. Gedung Baru, Semangat Kerja Baru

Pada hari Jumat, 13 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 01 Shafar 1437 Hijriyah dilangsungkan Acara
Tasyukuran menempati Gedung baru Kantor Pengadilan Agama

Probolinggo yang terletak di Jalan Bromo KM. 07 Probolinggo, acara
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yang digelar di halaman gedung kantor itu dihadiri oleh Ketua, Wakil
Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua
dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Koordinator Malang,
Walikota Probolinggo dan Forpinda (Forum Pimpinan Daerah), para
tokoh agama, Keluarga besar Pengadilan Agama Probolinggo serta
para undangan lainnya.

Dengan telah ditempatinya gedung baru, semakin menambah
semangat kerja aparatur Pengadilan Agama Probolinggo untuk
memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pencari
keadilan.

8. Visi dan Misi
e Visi
“Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo yang Agung”.
e Misi
1. ‘Menjaga kemandirian-Aparatur'Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan® kualitas\/pelayanan \hukum~ yang hberkeadilan,
kredibel, dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian
hukum bagi masyarakat;

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.>?

52 Visi dan Misi Pa Probolinggo https:/pa-probolinggo.go.id/ di akses pada tanggal 09
Desember 2024.
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9. Struktur Organisasi

/)  BAGAN STRUKTUR ORGANISASIH
\j PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

((Peraturan Mahkamah/Agung Nomor, 7 Tahun 2015)
A

77}‘(“}:?‘
) IR |

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

Ketua : RUSLAN SALEH, S.Ag., M.H
Wakil Ketua : H. ACHMAD FAUSI. S.H.I., M.H
Hakim - RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.l., M.H

M.REVI MALIKUL ADIL, S.H., M.H

BNIVERSITAS ISLAM NECER

KIRI"HA j " ACHMAD' SIDDI

Panitera AlRIF FAUZI, S.H., M.H

Panitera Muda Gug : HUMAM FAIRUZY F, S.H.,M.H
Panitera Muda Huk E M B E : RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H
Staf Panitera Muda Hukum :WIDYA ANJELIAR., A.Md
Panitera Pengganti : SITINURUL JANNAH, S.H
FAJRINA EKA WULANDARI., S.H.,M.H
Jurusita Pengganti : KURNIA ADINDA B., A.Md
Sekertaris : MOHAMMAD AINUR ROFIQ,S.H
Kasubag Kepegawaian dan Ortala : ATIQOTUL M.A,, S.Ag., M.H

digilib.uinkhas.ac.1d digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.acid
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Kasubag Umum dan Keuangan : IVANA RANTANSARI, S.A.P
Staf Kasubag Umum dan Keuangan : ANSHORI ANSHARI
Kasubag Perencanaan,TI dan pelaporan : IRAWAN MAHARDIKA,S.Kom,M.H

Staf Kasubag Perencanaan, Tl dan pelaporan  : PARA KARTIKAP., S.E
Pranata Komputer : RAHAJENG DWI P, S.Kom
B. Penyajian Data Dan Analisis
Segala data yang telah terkumpul nantinya akan disajikan dan dianalisis
sehingga penelitian ini nantinya akan terlihat jelas dan sistematis sesuali
dengan apa yang dibahas. Adapun data hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Landasan Atau Dasar Penolakan Hakim Dalam Permohonan
Dispensasi Nikah Yang Di Dahului Nikah Sirri Pada Penetapan
Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob

Pada titik masalah dalam penyajian data dan analisis ini akan
menjadi pembahasan yang paling pertama mengenai landasan atau dasar
hakim'menolakipermohonan dispensasivnikah yang:di.dahului nikah sirri.
Pertimbangan, hakim-tidak ‘hanya ' di-tuangkan dalam bentuk putusan
perkara, tetapi juga dapatimencerminkan melalui penetapan hukum, salah
satunya dalam permohonan dispensasi kawin. Dispensasi merupakan
bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berlaku umum, yang di
berikan dalam keadaan ketentuan. Dalam hal ini, dispensasi dimaknai
sebagai keringan atau izin khusus yang memungkinkan seseorang

terbebas dari suatu kewajiban atau larangan hukum.
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Namun demikian, dispensasi merupakan bentuk penyesuaian
hukum yang diberikan dalam kondisi tertentu, sebagai upaya untuk
menghadirkan keadilan tanpa mengabaikan prinsip dasar dari aturan yang
berlaku. Pemberian kelonggaran ini dilakukan agar hukum dapat
diterapkan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo.
Bapak Achmad Fausi, wakil ketua Pengadilan Agama Probolinggo.
Terkait penetapan yang penulis teliti ini bapak waka tersebut yang
memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Hasil wawancara sebagai berikut:>3

“perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung
apakah permohonan tersebut telah  memenuhi kriteria yang diatur
dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yakni apakah keadaan
permohonan tersebut telah mendesak atau tidak.”

Berdasarkan wawancara tersebut, bisa disimpulkan kalau proses
mengajukan . ‘permohonan dispensasi/| nikah. " itu. tidak gampang.
Permohonan-harus mengikuti-aturan yang sudah ditentukan dan diajukan
ke Pengadilan. Setelah 'diajukan, Pengadilan akan memeriksa dengan
teliti untuk melihat apakah permohonan itu layak disetujui atau tidak.
Dispensasi nikah hanya diberikan kalau alasan yang diajukan memenuhi
semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengadilan akan melakukan

pengecekan secara mendalam agar semua hal sudah dipertimbangkan

sebelum memutuskan apakah dispensasi bisa diberikan. Jadi, dispensasi

%3 Achmad Fausi, Wawancara, Probolinggo 08 April 2025.
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nikah hanya bisa diberikan kalau alasan yang diajukan dianggap cukup
kuat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama
Probolinggo didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Dalam kasus ini,
hakim tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi juga memiliki
wewenang untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan rasa
keadilan yang ada dalam dirinya. Keputusan ini tidak hanya berdasarkan
analisis hukum, karena analisis hukum biasanya hanya berfokus pada
apakah seseorang bersalah atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani
perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob, terungkap bahwa permohonan
dispensasi nikah yang didahului nikah sirri seringkali ditolak dengan
pertimbangan perlindungan anak dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan
aspek psikologis *dan /sosial ' anak, serta petensi:dampak negatif dari
pernikahan dini.

Hakim juga-mempertimbangkan aspek perlindungan anak, baik
dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesiapan mental dan sosial.
Anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 17 tahun, sudah
berhenti sekolah, dan belum memiliki kesiapan penuh untuk membangun
rumah tangga. Risiko pernikahan dini seperti putus sekolah,
ketidaksiapan menghadapi masalah rumah tangga, serta potensi

kekerasan dan perceraian menjadi pertimbangan penting bagi hakim.
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Selain itu, hakim telah memberikan nasihat agar permohonan
ditunda sampai anak mencapai usia 19 tahun, namun para pemohon tetap
bersikeras. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya
didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga pada upaya perlindungan dan
edukasi kepada pihak yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, penolakan permohonan ini menunjukkan
komitmen pengadilan untuk menegakkan perlindungan hak anak dan
mencegah praktik pernikahan dini yang berisiko tinggi, kecuali terdapat
alasan sangat kuat dan tidak dapat ditunda lagi. Hakim lebih
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak daripada kepentingan
sesaat dari keluarga atau lingkungan sekitar.>

Dari pembahasan di atas, penulis memahami bahwa keputusan
adalah kebebasan atau wewenang untuk mengambil keputusan dan
bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Proses ini dilakukan dengan
bijak, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan pilihan
yang tersedia. Dalam konteks pemeriksaan kasus ini, hakim
menggunakan keputusan dengan memperhatikan berbagai aspek hukum,
tidak hanya hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor
budaya atau sosial, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum.

Walaupun secara filosofis pembatasan usia perkawinan bertujuan
untuk melindungi keluarga dan mencegah berbagai dampak negatif,

secara sosiologis, penerapan aturan ini di Kota Probolinggo masih

% Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob.
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menghadapi tantangan besar. Banyak masyarakat yang masih
menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar, bahkan
seringkali dilakukan secara sirri atau di luar jalur hukum resmi. Hal ini
dipengaruhi oleh pandangan tradisional, seperti anggapan “lebih baik
menikah daripada berzina”, sehingga prosedur hukum kerap diabaikan.

Dasar keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo
mengenai dispensasi nikah yang didahului nikah sirri tahun 2024
didasarkan pada keyakinan pribadi hakim. Hakim memiliki kebebasan
untuk menilai berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri tanpa
ada pengaruh dari pihak lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan
bahwa lembaga peradilan adalah badan yang mandiri dan bertugas untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Majelis hakim di Pengadilan Agama
Probolinggo juga mempertimbangkan sudut pandang hukum Islam, di
mana menikah di usia muda tidak dilarang secara tegas karena tidak ada
aturan khusus yang menetapkan batas usia. Namun, pernikahan harus
dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa agar hak dan kewajiban
dalam pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa dispensasi kawin
hanya dapat diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan tidak bisa
ditunda, misalnya karena kehamilan di luar nikah atau keadaan darurat
lain yang berisiko besar jika pernikahan tidak segera dilakukan. Dalam

perkara ini, alasan yang diajukan pemohon hanya sebatas kekhawatiran
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akan fitnah karena kedua calon mempelai sudah menikah sirri dan tinggal
serumah, tanpa adanya bukti keadaan darurat atau ancaman nyata.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, fenomena ini
menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hak-hak anak.
Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness, di mana setiap
individu, terutama yang paling rentan seperti anak-anak, harus
mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara. Praktik
pernikahan dini yang masih marak justru berpotensi mengabaikan prinsip
keadilan tersebut, karena anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan
pendidikan yang layak, kesehatan yang optimal, dan peluang untuk
berkembang secara maksimal.

Lebih jauh, Rawls menyatakan bahwa ketidaksamaan hanya dapat
dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling
kurang beruntung. Dalam konteks ini, membiarkan pernikahan anak demi
alasan tradisi ‘atab kekhawatiran 'sosialy justru: memperhesar risiko anak
terjebak “dalam | lingkaran | Kemiskinan, ‘rendahnya 'pendidikan, dan
masalah kesehatan- Oleh” karepa ¥tu, upaya penegakan batas usia
perkawinan sejatinya merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan
Rawls, vyaitu memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan
kesempatan yang adil untuk masa depannya.

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena tidak
ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak di

bawah umur, serta demi melindungi hak-hak anak atas pendidikan,
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kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Keputusan ini
sejalan dengan prinsip keadilan Rawls, khususnya prinsip pertama, yaitu
setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling
luas yang dapat diterima bersama oleh semua orang. Dengan menolak
dispensasi kawin, hakim memastikan bahwa anak tetap mendapatkan
kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki
institusi pernikahan.

Selain itu, prinsip kedua Rawls mengenai ketidaksamaan sosial
dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar
bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, anak
sebagai pihak yang rentan harus dilindungi dari risiko pernikahan dini
yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Hakim juga
telah memberikan nasihat agar permohonan ditunda hingga anak
mencapai usia yang cukup, sebagar bentuk perlakuan adil dan upaya
meminimalisir \ketidakadilan! struktural ' yang mungkin' timbul akibat
pernikahan diusia dini.

Dengan demikian, /keputusan-hakim yang menolak permohonan
dispensasi kawin tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum positif,
tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan menurut
John Rawls, yaitu memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara
bagi anak untuk memperoleh hak-haknya secara penuh sebelum
memasuki kehidupan berumah tangga. Sehingga permohonan dispensasi

kawin dalam situasi seperti ini lebih berfungsi sebatas formalitas legal
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daripada sebagai sarana perlindungan masa depan anak. Ketika
pernikahan dibawah tangan sudah terjadi, maka peran Negara dalam
mencegah perkawinan usia dini telah dilewati, dan permohonan
dispensasi sudah tidak efektif.

. Solusi Dari Hakim Terhadap Pasangan Yang Sudah Melakukan
Nikah Sirri Pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor
156/Pdt.P/2024/PA.Prob

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan salah satu lembaga
peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk permohonan
dispensasi nikah dan isbat nikah. Berdasarkan data yang diperoleh,
selama tahun 2024 terdapat peningkatan permohonan dispensasi nikah,
sebagian di antaranya diajukan oleh pasangan yang sebelumnya telah
melakukan nikah sirri.

Praktek ‘perkawinan di. bawah-tangan, (nikah 'sirri)  masih marak
terjadi di kalangan-pedesaan maupun kota probolinggo meskipun usia
perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menolak permohonan
dispensasi nikah yang didahului nikah sirri, sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Achmad Fausi, Hakim Pengadilan Agama
Probolinggo dalam wawancara sebagai berikut:

“Memperoleh legalitas berupa akta nikah melalui permohonan
dispensasi nikah merupakan tindakan yang keliru. Dispensasi nikah
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hanya dapat diberikan jika alasan yang diajukan oleh pemohon
menunjukkan adanya indikasi bahwa pernikahan anaknya bertujuan
untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan atau
maksiat”.%®
Kasus-kasus pernikahan siri memiliki latar belakang yang
berbeda-beda, namun secara umum tujuan utamanya adalah untuk
mendapatkan pengakuan keabsahan. Masyarakat umumnya memahami
bahwa pernikahan siri sudah sah menurut agama. Banyak orang
beranggapan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang berkaitan
dengan pelaksanaan ajaran agama, sehingga tidak perlu melibatkan pihak
berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pernikahan
siri sering dianggap sebagai cara cepat bagi pasangan yang ingin
menikah namun belum siap secara hukum atau menghadapi kendala lain
untuk mengikatkan hubungan secara resmi.
Wawancara dengan pasangan zahro sebagai berikut:>®
“saya. sama_mas malakukan kabin sirri_karena sering berdua,
sering. ‘honcengan. ke! laok /dekdejeh; "Saya' juga sering nginep
rumahnya.mas lagi.dek.jadi omongan tetangga disini gagnak saya
mau/diajak nikah sirri-karena takut nambah dosa keorang tua lagi
dek gitu”.
Jadi, mereka awal melakukan pernikahan secara sirri dikarenakan
mereka sering bertemu dan dikarenakan pembicaraan para tetangga
mereka selalu menyorotkan pandangan yang tidak suka jadi orang tua

dari zahro tersebut berbicara pada pihak laki-laki dan menyuruhnya

untuk segera menikahkan anaknya tersebut.

%5 Achmad Fausi, Wawancara, Probolinggo 08 April 2025.
%6 Zahro, Wawancara, Probolinggo 08 Mei 2025
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Wawancara dengan pasangan muhammad suami dari zahro
sebagai berikut:®’

“saya marehlah kabin sirri saya langsung serumah sama istri saya
lamakelamaan ada keluarga nyuruh saya ke KUA disuruh kabin
resmi dek ya saya tak ndik pengalaman jadi saya ngajak orang tua
ke KUA nyampeknya di KUA ditolak disuruh ke Pengadilan se
bedeh etribung itu can dari KUA dibik dak tau kalo saya mareh
kabin sirri dek”.

Jadi, setelah mereka sudah lama melakukan pernikahan secara
sirri tersebut dan berketepatan mereka sudah satu rumah, ada salah satu
keluarga mereka menyuruh untuk mencatatkan pernikahan mereka ke
KUA dari pihak KUA pun belum tau kalo mereka sudah melakukan
pernikahan sirri sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin jadi
sama pihak KUA menyuruh mengajukan permohonan dispensasi kawin
ke Pengadilan Agama yang berketepatan di Triwung Lor.

Pernikahan siri  dapat menyebabkan istri tidak memiliki
pengakuan hukum resmi,.Sehingga 1a tidak memperoleh hak-hak seperti
nafkah, warisan, dan‘pembagian harta-jika terjadi perceraian. Anak yang
lahir dari pernikahan sirl juga sering -mengalami kesulitan dalam
mendapatkan pengakuan hukum, misalnya dalam pembuatan akta
kelahiran resmi. Selain itu, pernikahan siri berpotensi menimbulkan

masalah sosial dan psikologis bagi istri dan anak, serta memungkinkan

suami untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Dari segi hukum,

5" Muhammad, Wawancara, Probolinggo 08 Mei 2025.
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pernikahan siri tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki
kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan
Agama Probolinggo beliau mengtakan bahwa:>®

“Bagi yang sudah melakukan nikah dibawah tangan (nikah sirri)
terlebih dahulu sudah tidak berfungsi lagi permohonan dispensasi
nikahnya maka prosedur hukumnya adalah mengajukan itsbat
nikah”.

Jadi kurang cukup umur solusinya bukan nikah sirri tapi nunggu
umur yang ditentukan oleh peraturan yang ada karena negara memiliki
fungsi mengatur masyarakat yang tujuannya adalah melindungi
perempuan dari ancaman kematian (stunting) dan melindungi kualitas
keluarga di Indonesia agar tidak berujung perceraian. Hukum sebagai alat
rekayasa soslal jika masyarakatnya tidak sadar hukum banyak nikah sirri
dimana-mana maka fungsi hukum menertibkan fenomena masyarakat,
yang seperti.itu_caranya adalah_tidak mentolerin terhadap pernikahan
dibawah tangan. (nikah sirri),

Dalam “menghadapi kasus pernikahan siri yang permohonan
dispensasi nikahnya ditolak, hakim tidak hanya berfokus pada aspek
hukum formal dengan memberikan putusan saja, tetapi juga mengambil
peran edukatif dan preventif. Pendekatan ini penting karena pernikahan
siri sering menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama

terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Saran untuk menunda

pengesahan pernikahan hingga usia minimal terpenuhi bertujuan agar

%8 Achmad Fausi, Wawancara, 8 April.
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pernikahan dapat dicatat secara resmi dan memperoleh perlindungan
hukum yang memadai. Ini mencegah komplikasi hukum di masa depan,
seperti pengurusan dokumen resmi dan hak-hak keluarga.

Upaya hakim mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan
nikah siri menunjukkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan
yang tidak tercatat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan
dan anak-anak. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya
kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Selain itu, peran keluarga
sebagai pendamping dan pembimbing pasangan sangat ditekankan agar
posisi perempuan dan anak tidak semakin lemah. Ini menunjukkan
bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada pencatatan
resmi, tetapi juga pada dukungan sosial dari lingkungan keluarga.

Solusi yang tepat dari hakim untuk anak yang sudah melakukan
nikah siri bukan sekedar menunggu usia cukup umur, tetapi benar-benar
memberikan_. perlindungan dan | kepastian™ hukum_. bagi anak harus
mempertimbangkan beberapa aspek berikuf:

a)  Perlindungan’hak anak

Hakim perlu memastikan bahwa hak-hak anak tetap
terlindungi, terutama hak atas Pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Hakim dapat
memerintahkan orang tua pihak dan pihak terkait untuk
tetap memenuhi hak-hak dasar anak meskipun sudah

terjadi nikah siri, serta melibatkan dinas sosial atau
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c)

d)
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Lembaga perlindungan anak jika diperlukan.
Pendampingan psikologis dan konseling

Hakim juga merekomendasikan atau mewajibkan
pasangan dan keluarga menjalani konseling keluarga,
Pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendampingan
psikologis. Hal ini bertujuan agar anak tidak terjebak
dalam pernikahan yang tidak sehat secara mental dan
sosial, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan
rumah tangga yang matang di masa depan.

Penundaan pencatatan nikah resmi

Jika usia belum memenuhi syarat, hakim juga bisa
menolak pencatatan nikah resmi, namun tetap terbuka
ruang agar pasangan dapat mengajukan kembali
permohonan pencatatan setelah usia minimal terpenuhi.
Selama /masa ' penundaan, hakim. bisamengawasi dan
mengevaluasi —perkembangan Kesiapan: pasangan, baik
secara fisik,/mental, maupun-sosial.

Pengawasan dan evaluasi berkala

Hakim juga meminta laporan berkala dari pihak atau
Lembaga sosial terkait perkembagan anak yang sudah
menikah siri. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi
pelanggaran hak anak, kekerasan, atau penelantaran

selama masa penundaan pencatatan nikah resmi.
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e) Edukasi hukum dan social
Hakim dapat memerintahkan pihak keluarga dan pasangan
untuk mengikuti edukasi tentang hukum perkawinan,
kesehatan repruduksi, dan dampak pernikahan dini.
Tujuannya agar mereka memahami resiko dan dapat
mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan.

Solusi di atas bukan hanya berupa alasan penolakan hakim atau
sekedar menunggu usia cukup, melainkan langkah-langkah aktif yang
dapat diambil hakim untuk memastikan perlindungan dan masa depan
anak tetap terjaga. Hakim juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait
(Dinas Sosial, BKKBN, lembaga perlindungan anak) untuk memastikan
anak tidak menjadi korban pernikahan dini dan tetap mendapatkan hak-
haknya secara utuh. Dengan solusi seperti ini, hakim tidak hanya
menegakkan aturan usia minimal, tetapi juga menjalankan fungsi
perlindungan. anak 'secara_komprehensif 'sesuai_amanat:Undang-Undang
Perlindungan /Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan; solusi hakim mencerminkan pendekatan yang
komprehensif, menggabungkan aspek hukum, edukasi, dan sosial untuk
membangun budaya hukum yang lebih baik dan melindungi hak-hak
masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pernikahan
dini dan tidak tercatat. Hal ini juga memperkuat fungsi hukum sebagai

instrumen perlindungan dan pengaturan sosial yang efektif.>

% Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob.
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C. Pembahasan Temuan

Dari paparan hasil wawancara dan observasi diatas, terdapat beberapa
temuan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo pembahasan hasil
temuan ini di dasarkan pada fokus penelitian. Dalam pembahasan ini dapat di

klarifikasikan menjadi 2 pokok fokus penelitian, sebagai berikut:
1) Landasan atau Dasar Penolakan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi

Nikah Yang Didahului Nikah Sirri

Berdasarkan data yang terkumpul, serta faktor-faktor yang
memengaruhi keputusan keluarga dan pihak terkait. Berdasarkan
dokumen penetapan perkara dan hasil wawancara, ditemukan sejumlah

temuan penting yang saling berkaitan.

a. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Psikologis

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa Riskia telah berhenti
sekolah dan tidak berniat melanjutkan pendidikan. la menyatakan
keinginan‘'menikah bukan karenapaksaan, tekanan‘ekonomi, atau faktor
lain, melainkan‘atas dasar saling'mencintai. Muhammad Nuryatim juga
menyatakan Kesiapannya membangun rumah tangga dan telah memiliki
pekerjaan tetap sebagai kurir dengan penghasilan sekitar Rp 4 juta per
bulan. Kedua keluarga menyatakan siap membimbing dan mendukung
pasangan ini secara mental dan ekonomi.
b. Pertimbangan Hakim dan Realitas Sosial

Hakim telah memberikan pertimbangan mengenai dampak

negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, pendidikan,
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ekonomi, serta potensi konflik rumah tangga. Namun, nasihat tersebut
tidak diindahkan oleh para pemohon karena alasan telah terjadi
pernikahan sirri dan kekhawatiran sosial yang mendesak. Hal ini
menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum, realitas sosial,
dan tradisi lokal yang masih kuat memengaruhi keputusan keluarga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa
kasus dispensasi kawin akibat pernikahan sirri bukan sekadar persoalan
administrasi hukum, tetapi juga terkait erat dengan faktor sosial,
ekonomi, psikologis, dan budaya yang memengaruhi keputusan
keluarga dan calon mempelai. Hasil wawancara memperkuat bahwa
keputusan untuk menikah dini sering kali merupakan hasil kompromi
antara tekanan sosial, keinginan pribadi, dan Kketerbatasan akses
terhadap pendidikan serta pemahaman hukum yang memadai.
c. Landasan Yuridis Penolakan

Hakim. menolak permohonan! dispensasi. nikahidengan merujuk
pada Ketentuan hukumpositif, kKhususnya:

e Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang menyatakan batas minimal usia
perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

e Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan memang

membuka ruang dispensasi kawin, tetapi harus didasarkan pada
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alasan mendesak dan pertimbangan matang demi kepentingan
terbaik anak.
e Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
yang mengharuskan hakim  mempertimbangkan aspek
perlindungan anak, kesiapan fisik, mental, dan sosial, serta
risiko pernikahan dini.
Dalam kasus ini, meskipun telah terjadi nikah sirri dan para pihak
beralasan khawatir akan fitnah dan mudarat, hakim tetap berpegang
pada prinsip perlindungan anak dan kepatuhan terhadap undang-
undang.
d. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan

Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada
para pemohon dan kedua calon mempelai agar menunda permohonan
hingga Vusia* calon /“mempelai./ perempuan. “mencapai 19 tahun.
Pertimbangan utama hakim meliputi:

e Keberlangsungan Pendidikan-Anak
Hakim menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat
pendidikan anak, padahal pendidikan merupakan hak dasar yang
harus dilindungi negara.

e Kesiapan Fisik dan Psikologis
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Hakim menegaskan bahwa organ reproduksi anak yang belum
matang berisiko terhadap kesehatan, dan secara psikologis, anak
belum siap menghadapi dinamika rumah tangga.

e Dampak Ekonomi dan Sosial

Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan dini sering Kkali

menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan psikologis,

termasuk potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam
rumah tangga.
¢ Resiko Pernikahan Sirri

Meskipun sudah terjadi nikah sirri, hakim menilai hal itu tidak

dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengesahkan

pernikahan secara hukum ‘negara, karena proses dispensasi
kawin harus tetap memenuhi syarat usia dan pertimbangan
perlindungan anak.

Putusan-ini' diharapkan-/dapat 'menjadi ' pembelajaran bagi
masyarakat ‘agar lebih.memahami /pentingnya perlindungan_anak dan
tidak menjadikan— praktik nikah 'sirri Sebagai jalan pintas untuk
menghindari aturan hukum yang berlaku.

Solusi Dari Hakim Terhadap Pasangan Yang Sudah Melakukan Nikah
Sirri
Bagi yang sudah melakukan nikah sirri prosedur hukumnya

adalah mengajuan itsbat nikah. Jadi solusi bagi pasangan dari informasi
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wawancara menunggu usia yang sudah ditentukan lalu mengajukan

itsbat nikah.

a. Solusi Hakim: Pendekatan Preventif dan Persuasif

Hakim dalam perkara ini menempuh dua pendekatan utama sebelum

mengambil keputusan akhir:

Pendekatan Preventif
Hakim secara tegas memberikan nasihat kepada para pemohon dan
kedua calon mempelai agar menunda keinginan menikah hingga
usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menjelaskan
risiko menikah di usia dini, antara lain:

o Potensi terhadapnya Pendidikan anak

o Belum matangnya organ repruduksi

o _Dampak ekonomu, sosial, 'dan'psikologis

o /~Patensi‘konflik dan kekerasan dalam rumah tangga
Pendekatan Persuasif
Hakim tidak hanya menyampaikan aturan hukum, tetapi juga
berusaha menyentuh sisi emosional dan rasional para pemohon,
dengan harapan mereka mempertimbangkan kembali keputusan

tersebut demi masa depan anak.

b. Keterbatasan Solusi Hakim: Realitas Sosial dan Tekanan Keluarga
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Meskipun hakim telah memberikan nasihat dan pertimbangan
yang matang, solusi preventif ini tidak berhasil mengubah keputusan
para pemohon. Alasan utama mereka adalah:

e Kedua calon mempelai sudah menikah sirri dan tinggal satu
rumah selama setahun terakhir.

e Kekhawatiran akan timbulnya mudharat, fitnah, dan stigma
sosial jika tidak disegerakan menikah secara resmi.

Hal ini menunjukkan bahwa solusi hakim, meskipun sudah
sesuai dengan norma hukum dan perlindungan anak, sering kali
terbentur realitas sosial dan budaya masyarakat yang masih kuat
memengaruhi keputusan keluarga.

c. Solusi Hakim Dalam Putusan: Penolakan Permohonan
Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menolak permohonan
dispensasi kawin. Penolakan ini didasarkan pada:
¢ | Usia ‘calon ‘mempelai-wanita “belum'-mencapai’ batas minimal
yang.diatur undang-undang
e Pentingnya menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal
e Perlunya memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi
sebelum memasuki pernikahan
d. Refleksi dan Implikasi Solusi Hakim
Solusi hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya

maksimal untuk menyeimbangkan antara norma hukum, perlindungan
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anak, dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hakim telah
menjalankan fungsi edukasi hukum (legal education) kepada
masyarakat, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan
besar di lapangan.

Dari hasil wawancara, para pihak memang mengakui
pentingnya nasihat dan pertimbangan hakim, namun tekanan sosial dan
budaya setempat lebih dominan dalam memengaruhi keputusan mereka.
Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara penegakan hukum, edukasi
masyarakat, dan penguatan peran keluarga dalam mencegah pernikahan

dini akibat nikah sirri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan hakim terhadap
permohonan dispensasi nikah yang didahului dengan nikah sirri pada kasus di
Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob, dapat
disimpulkan bahwa 1). Hakim menolak permohonan tersebut dengan
mempertimbangkan aspek hukum dan sosial secara mendalam. Penolakan ini
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan,
serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak atas
pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikologis maupun
sosial. Hakim juga mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan dini,
seperti_meningkatnya risiko-perceraian, kekerasan'dalam rumah tangga, dan
ketidakstabilan /keluarga;~Meskipun ‘terdapat alasan| sosial yang kuat dan
persetujuan dari kedua belah pihak, serta telah terjadi nikah sirri sebelumnya,
hakim tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat
luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menegakkan hukum
secara tegas demi mencegah praktik pernikahan dini yang dapat merugikan
masa depan anak.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa 2). Solusi yang

ditawarkan hakim terhadap pasangan yang telah melakukan nikah sirri adalah

78
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dengan menunda pengesahan pernikahan secara hukum hingga usia minimal

perkawinan terpenuhi. Dengan demikian, pasangan diharapkan dapat

memanfaatkan waktu penundaan tersebut untuk menyiapkan diri secara fisik,

mental, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya

kesiapan dalam membangun rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk Pasangan yang Telah Menikah Sirri dan Belum Memenuhi Usia

Minimum
Disarankan untuk tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah

setelah dilakukan pernikahan sirri, karena hal tersebut bertentangan
dengan fungsi utama dispensasi, yaitu mencegah pernikahan anak, bukan
melegalkan pernikahan yang telah terjadi secara tidak sah secara negara.
Pasangan sebaiknya menunggu hingga usia legal untuk menikah sesuai
ketentuan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 agar pernikahan dapat
dicatatkan 'secara.résmi dan. mendapatkan.perlindungan _hukum penuh.

2., Untuk orang tua dan masyarakat umum

Penting ' untuk meningkatkan- pemahaman mengenai risiko

pernikahan dini, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Orang tua
hendaknya tidak terburu-buru menikahkan anaknya sebelum usia cukup,
bahkan dengan alasan menghindari “fitnah”, karena negara memiliki
mekanisme perlindungan anak yang lebih luas dan legal.

3. Untuk peneliti selanjutnya
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Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan
membandingkan putusan-putusan serupa dari berbagai daerah agar dapat
diketahui pola pertimbangan hakim secara lebih luas dan perbandingan
efektivitas hukum dalam konteks dispensasi nikah yang diajukan setelah

nikah sirri.
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9. Bahwa Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad
Nuryatim bin Asmat alias Asmad telah menikah secara sirri sejak tahun lalu
dan saat ini telah tinggal bersama dalam satu rumah;

10. Bahwa Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad
Nuryatim bin Asmat alias. Asmad memiliki sikap layaknya orang dewasa
karena kesehariannya: melakukan  aktivitas memasak, mencuci, dan
menyapu, dan tidak '%itemukan gejala gangguan jiwa yang dapat
mengganggu aktivitas seha’ﬁ-@aﬁi dan alat reproduksinya sehat;

11. Bahwa Riskia Zahro" Romadhonah binti Ahmad Helmi sudah berhent
sekolah dan tidak ada eing‘ﬁ;a@- elanjutkan pendidikan;

12. Bahwa Muhammat ury'ti m bin Asmat alias Asmad tidak pernah

melakukan kekerase iskia Zahro Romadhonah binti Ahmad
Helmi. Tidak p

terlibat perbui

di masyarakat dan tidak pernah
13: alias Asmad bekerja sebagai kurir
setiap 2 (dua) Minggu sekali

; .00 (empat juta tujuh
po— |‘

angan mengatur
agai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor

U Nl i, B8 b, Pyridipdn 3, Refa[sd Joy b Aepiesi Hukum

Islam_di Indonesia, perkawinan tidak boleh meniandung unsur paksaan

imblodek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undélang
Nomor 16 WEhunElQ Mng @(aw n dﬁasal 39 ayat (1), (2), dan (3)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada
hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita
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yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita
yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan
perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang
mempunyai 4 (empat) orang fc.teri yang keempat-empatnya masih terikat tali
perkawinan atau masih dalauj-lddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara
mereka masih terikat tah perkaWinaﬁ sgﬂang yang lainnya dalam masa iddah
talak raj'i; ,

Menimbang, bahwa berd_@%arkan semua ketentuan tentang larangan

perkawinan sebagaimane atas yang dihubungkan dengan fakta

persidangan, maka Hakil at bahwa kehendak pernikahan Riskia
Zahro Romadhonah binti n Muhammad Nuryatim bin Asmat
alias Asmad buk kan didasarkan atas persetujuan

kedua calon, kedu etujui rencana perkawinan, bukan

karena sebab tek upun seksual melainkan karena

rabat semenda, dan

talian se: elai rxﬁM Eer'n bukan seorang
wanita yang masih b a iddah dengan pria lain, calon mempelai
-

sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin telah terlebih dahulu

UNPVE‘R WA”S TS‘E%MGNIEGE RTngga Hakim

berpendapat sebagai berikut:

KIAIL P&t ACHMAD- STDE} €

Undang No
1 Tahun 157 % anngaw cﬁata bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas).

Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum

r 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Unda

Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan
adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki
kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan
perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat

Halaman 20 dari 28 hataman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob
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keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan
kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun
usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun
undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak

menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu memohon

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria ma A
Nomor 16 tahun 2019).

Pemohon tidak hisa men rencana pernikahannya, semestinya tidak

wanita (vide Pasal 7 Undang-Undang
ketentuan tersebut, ketika anak Para
melakukan praktik met tetapi terlebih dahulu mengajukan

permohonan dispensasi k an Agama, sehingga budaya tertib

:y,a n alasan penyimpangan terhadap
“melalui prosedur dispensasi kawin bisa
)engadilan;

djgpensasi kawin j:ng diajukan Para

di bawah tangan

| Helmi dengan

Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad secara faktual menempatkan

[ Mubdaid ieSoda] puds sths [sulpivdleriNresiou bédm cipastican

KIALHAHACHMAD STDEIGE

digilib.uinkhgs,ae.1d

lagi berfungsi ag nstr n ncegahan, sehingga permohonan

bawah umur. Jikaésrnikahan di bawah tangan sudah terjadi, dispensasi tidak
dispensasi kehilangan aktualitasnya dalam mencapai tujuan hukum;
Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan dispensasi kawin
setelah terjadi pernikahan di bawah tangan merupakan bentuk penyelundupan
hukum, di mana prosedur hukum disiasati untuk memberikan toleransi pada
pernikahan yang telah terjadi di luar ketentuan yang sah. Hal tersebut

mencederai ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimal perkawinan
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serta tujuan perlindungan yang terkandung di dalamnya. Dengan mengajukan
dispensasi setelah terjadi pernikahan di bawah tangan maka perlindungan anak
dari dampak negatif pernikahan dini telah terabaikan. Menyediakan ruang
toleransi bagi perkawinan anak di bawah tangan mengandung pengertian
bahwa hukum dapat diabaikan dan dikompromikan, sehingga melemahkan
wibawa hukum serta mengganggu pembentukan budaya tertib hukum dalam
masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin di satu sisi menjadi
instrumen negara yang berfungsi untuk mencegah perkawinan anak dan di sisi
lain menjadi solusi hukum bagi pasangan yang terbukti telah terpenuhi unsur

[etapi pernikahan di bawah tangan yang

dilakukan oleh kedua calon mempelai merupakan fenomena yang masif terjadi
di tengah-tengah masyarak sering kali telah diakui dalam lingkungan
sosial pasangan, meskipun akui secara resmi oleh negara, sehingga

i seperti ini lebih berfungsi sebatas

1a perlindungan masa depan anak.

an_permohonan dispensasi

dalam menjalankan engan kata lain,

] Wuw pasangan | f
nikahan di bawah tangan | kar

a agama, dan ke arena mereka
sehagaimana,l i istri tanpa
l@AMaNeEaﬁER]dilan hanya
ija bagai s a i formalydari €] an,
KIALE AL ACTMATYL SIDITCL.

(magasid al-syarial):
Menimblng, EﬂtholitianuknE pB\Ohonan dispensasi  kawin

dirancang sebagai pengecualian yang diajukan sebelum pernikahan terjadi

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang belum cukup
umur. Ketika permohonan dispensasi kawin diajukan setelah pasangan telah
menikah di bawah tangan, maka permohonan a quo sejatinya digunakan hanya
untuk melegitimasi dan melegalkan peristiwa hukum yang sudah berlangsung,
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sehingga melenceng dari tujuan aslinya. Tindakan tersebut merupakan bentuk
penyelewengan tujuan hukum yang sejatinya dimaksudkan untuk mencegah
pernikahan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan tanpa izin dispensasi
dari pengadilan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan
yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Dalam kasus a quo,
permohonan dispensasi diajukan hanya sebagai upaya untuk melengkapi

status hukum setelah terjadi pelanggaran, bukan sebagai langkah preventif

yang dimaksudkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan
dengan ketentuan hukum ya |

Menimbang, bahwa etapan pengadilan adalah untuk pengubah
budaya masyakarat menjac ih tertib dan beradab. Oleh karena praktik nikah
di bawah tangan di xxxx xxxx semakin marak terjadi, terlebih dilakukan
aka Hakim memandang perlu

alat rekayasa sosial dan sarana

| dasar 1 ) Hakim  perlu
nengemukakan pertimbangan tentang maksud d j embatasan usia

SRR RN S ARl =

minimal perkawinan dan dampak negatif pernikahan di bawah tangan sebagai

gtﬁxm wgﬂﬁglagai berikut:

m
Menimbang, bahwa%er!asar an penjelasan umum 7 ayat (1)

KIAFEAT ACHMAD-SIPBIQ
pembatasan/usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isterfwang
r a

digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

menikah bejar-b

d ilik emﬁgan jiwa dan raga sehingga
diharapkan

mampu  mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta
mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar
hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian
penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk
menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang
kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman

buta aksara, dan problem kesehatan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap

anak bherhak memperol dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhg hukum‘ yang tidak manusiawi;
Menimbang, bahwa A n teori maqasid al-syariah terdapat lima

stratifikasi pokok yang |

Pertama, menjaga agama |

merupakan upaya untuk |

dan baMm; as!d me jadi s agar dalam berumah tangga
ma'?m-mm manfaa’ kebahwmmz mafsadat. Kedua,

i ‘ \ nmgj;atnyga *angkag ;kﬁmatan ibu akibat
roblem sosial dan

ang tidak k . Maka itu, peran negara membatasi usia

men atau dengan

Ummﬁ mm WE«C;ER rnikahan usia
KIA inif telahAmer inggi.
LA IQA”CZHMAE)E@ ABIDILY f
digeluti. Aki ba ta aksara. Dari sini negara
memiliki maJa yEm VM gar Rgara memiliki kecerdasan di
atas rata-rata, tidak primitif, lebih beradab, dan berwawasan luas dalam
mendidik keluarga. Keempat, menjaga keturunan (Hifdz an-Nasl). Kematian
anak juga menjadi problem lanjutan atas peristiwa lonjakan kematian ibu yang
diakibatkan oleh praktik perkawinan anak. lbu muda tidak paham dirinya

sedang hamil dan mengonsumsi obat nyeri dosis tinggi. Akibatnya mengalami

keguguran. Maka, negara harus hadir melalui kekuasaan kehakiman untuk
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mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas unggul. Kelima, menjaga
harta (Hifdz al-Mal). Kemiskinan adalah problem yang dihadapi negara hingga
saat ini. Akibat menikah di bawah umur, hak pendidikan anak dirampas
sehingga mereka terjun dalam gelanggang keluarga dengan bekal pendidikan
rendah. Sehingga dalam jangka panjang anak hanya menjadi pekerja kasar
atau kuli dan sulit maju. Problem demikian telah diantisipasi oleh negara
dengan melarang menikaﬁ}i. bawah umur. Dengan demikian, dimensi
aksiologis yang henda*ﬁxdi:vujydkaﬁ /;M balik aturan pembatasan usia
perkawinan ialah demi m'enégg‘lffzqn Jsupremasi maslahat dan menolak
kemudaratan. V '@"'

Menimbang, bahwa ujudkan kemaslahatan umum dan

menolak kemafsadatan dale ran pembatasan usia menikah relevan
dengan kaidah fighiyah yar diambil alih sebagai pendapat Hakim

sebagai berikut:

ngambil maslahat.
sitif, namun dampak
ebih diutamakan

usia__muda _y[qr;& menimbulkan dampak sanej::\t komileks harus

S ISLAM NEGER

Pernikahan@nak memba am de inan bagi keselamatan fisik

dan jila IEIakM gﬂnpuﬁ yagllalam cakupan lebih luas
merusak tatanan sosial.

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia

perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara

sosiologis budaya tertib hukum masyarakat di xxxx xxxxxxxxxxx terhadap

aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik
pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini
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disebabkan karena ungkapan “daripada berzina lebih baik dinikahkan” telah
menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan
dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai
dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (primary education) yang
kurang memadai, ancaman buta aksara (iffiterate), problem-problem kesehatan
(health problems), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;
Menimbang, bahwa ekses negatif dari pernikahan yang tidak dicatat
sangat merugikan kaum perempuan. Suami lebih leluasa menelantarkan
isterinya, tidak memberikan'nafkah, dan tidak mau membagi harta bersama

yang diperoleh selama per
martabat perempuan selak
Deklarasi dan ProgramAksi

tersebut di

atas_maka Haki berke5| ulan bahwa permohonan dispensasi _kawin yang
UMV E E;(iE..,R

KIAEHME”MHMM SIDDIC.

digilib.uinkhas.ac.id

konsistensi ner t|d hanya sekadar melanggar
ketentuan Paj; Eﬂ (Mgaﬁ 16 tahun 2019, tetapi juga
tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan
usia perkawinan. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 patut dinyatakan
ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bhidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasiyang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaild dar waltu kewaktu.
Dalam halAnda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasiyang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung R! melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Halaman 26
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagal bentuk . Agung untuk y pubiik, dan
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nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan
Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan sggéﬁ; peraturan perundang-undangan serta hukum
syara' yang berkaitanlggkg‘gﬁh perkara ini;

Amar Penetapan v = v 4
©  MENETAPKAN
("_&'

n Para Pemohon;

1. Menolak p:

2, Membeba epada Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejuml 00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Penutup

Demikian tanggal 30 Oktober 2024 Masehi,

bertepatan den ir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad

Bersidang dengan

WSUW Keputusan Ketua
K.05/10/2022 ng Pemberian Izin
nmﬁwpkan dalam sidang
kepada para pihak

" i

Fahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon

Humam Fairuzy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Humam Fa]ruz;EahnMH., rBl E HRhmad Fausi, S.H.L., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000.00
2. Proses ] Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp. 100.000,00
6. Redaksi : Rp.  10.000,00
7. Meterai : Rp.  10.000.00
Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan telnis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasiyang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaild dari waltu kewaktu

Dalam halAnda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasiyang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanit

go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Halaman 28 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pating kini dan akurat sebagai bentuk koritmen M. h Agung untuk publik, i dan

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertenty masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasiyang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaili dan waltu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp - 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . S. Asurotun Nisa’

NIM : 212102010067

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis
Penolakan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Yang Didahului
Nikah sirri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor
156/Pdt.P/2024/PA.Prob)” Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri,

Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Mei 2025

Sayayang menyatakan

S. Aurotun Nisa’
NIM. 212102010067
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& KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

K ‘ L UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 1SO%

She= KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER o SERTIFIED)

e FAKULTAS SYARIAH [1SOa]
e o Mataam No. | Mangh, Jamber, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 40780 Fax (0331) 427008 . CERTIFIED)
— mad m"a"nu'-';\‘!w A0 Waom WWW acid

No ‘B '

o : g‘;:;NUn.nID.ﬂKM.‘(‘)gJO.CIOSI 2025 11 Maret 2025

Lampwan

Hal

; - — ry
: Permohonan Iz&&yﬂltan Lapangan

Yth. Ketua Pengadilan Agama menw

Tempat "4

Diberitahukan dengan hormat
Fakultas Syariah Unive |
kepada Bapak/lby pim,
mahasiswa berikut :

nyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
mad Siddiq Jember, mohon berkenan
kegiatan penelitian lapangan kepada

PERMOHONAN
SIRRI (STUDI
OBOLINGGO

t.P/2024/PA.Prob)

EURIFER ST TASd Sdaidohd EGERI
Kl Attt CrviAd 8 MM Hed

] EM B E R/ =%
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

JI. Raya Bro , KelurahanTriwungLor, KecamatanKademangan,
Kota 0, aTimur, 672223, Telp. (0335) 421736
Website: ¢ 0.id, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

55 1 J
i ! ﬁ RANGAN

Nomor Wss-A24/HM2.1 .4/IV/2025

&/

Yang bertanda tangan
menerangkan bahwa:

Ketua Pengadilan Agama Probolinggo,

Nama
NIM
Program stu

Siddiq Jember

2025 di Pengadilan
Penolakan Hakim

(Studi Kasus

Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo, Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob).

Uik Srabeeh by vk v el diidadsatboaniaha mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBE.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Wawancai dengan nihak d

08 Mei 2025 13:13:07

triwung kidul kecamatan Kademangan kota
Probolinggo

Lat:-7,858719, Long:113,300705

& 3N & 30.49°
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BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi
Nama
Tempat Tanggal Lahir
NIM
Fakultas
Prodi

Alamat

B. Riwayat Pendidikan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/MA

Perguruan Tinggi

: S. Asurotun Nisa’

: Probolinggo, 12 April 2002
: 212102010067

: Syariah

: Hukum Keluarga

: Dusun Krajan, Desa Liprak Kulon,

Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten

Praebolinggo

: SDN. Liprak Kulon 1
: MTS. Darul Mukhlashin
: MA. Darul. Mukhlashin

: UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
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